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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Diskursus seputar problematika maqâṣîd asy-syarî’ah. sebagai metode ijtihâd selalu aktual dan menarik di kalangan para teoritisi hukum Islam (uṣûlîyyin) klasik dan kontemporer. Metode itu substansinya terletak pada eksistensi teks-teks (al-nuṣûṣ) wahyu (al-Qur’ān dan sunnah mutawātirah) bahwa, di satu sisi bersifat tetap dan terbatas kuantitasnya, dan di sisi lain problematika hukum terus mengemuka yang tidak terbatas kuantitasnya. Karena itu, diperlukan kreatifitas ijtihâd intlektual untuk menginterpretasikan teks-teks wahyu tersebut agar berbagai problematika yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalamnya dapat dipecahkan.
 Dari sini terlihat adanya hubungan erat antara wahyu dan akal. Solusi pemecahan berbagai problematika itu dalam dataran teoritis, yang perlu dikaji terlebih dahulu adalah aspek metodologis, di antaranya  apa yang disebut dengan maqâṣîd asy-syarî’ah. 
Dalam teori pemahaman hukum Islam (uṣûl al-fiqh), bahwa sumber pokok hukum Islam adalah al-Qur’ān dan sunnah (hadîṡ). Sedangkan yang lainnya seperti ijmâ’ dan qiyâs merupakan dalil sekunder yang diperselisihkan eksistensinya di kalangan uṣῡliyyin. Karena itu, Fazlur Rahmân (w. 1988 M) mengatakan bahwa yang betul-betul landasan atau sumber materiel adalah al-Qur’ān dan sunnah. Sedangkan ijmâ’ merupakan dasar formal, dan qiyâs adalah sebagai aktifitas penyimpulan analogi yang efisien.
 Tetapi setelah teori hukum tersusun terutama di masa asy-Syâfî’i (150-204 H), sumber dan dalil hukum itu disistematisir dan diurutkan menjadi: al-Qur’ān, sunnah, ijmâ’, dan qiyâs.
 Penetapan sumber dan dalil hukum tersebut menjadi doktrin yang kemudian oleh mayoritas ulama (jumhûr al-’ulamâ’) disepakati dan wajib diikuti dalam meng-istinbâṭ-kan hukum.
 Adapun selebihnya, seperti istiṣhâb, istihsân, maṣlahah mursalah, qaul ṣahâbî, ijmâ’ ahli Madînah, ‘urf, sad az-żarî’ah, dan syar’u man qablanâ merupakan dalil yang juga diperselisihkan eksistensinya di kalangan para ahli usûl.

Pada masa Rasulullah (570-632 M), apabila muncul suatu kasus hukum baik yang berhubungan dengan Allah (habl min Allâh) maupun dengan sosial kemasyarakatan (habl min an-nâs), maka Allah menurunkan wahyu (al-Qur’ān) untuk menjelaskannya, meskipun penjelasan wahyu berupa ayat-ayat al-Qur’ān itu pada umumnya bersifat global (ijmâli), tidak secara detail (tafṣili). Dari kondisi ini, di satu sisi Rasulullah sebagai orang yang diberi kewenangan untuk menjelaskan wahyu tersebut, dan di sisi lain beliau berkewajiban untuk menjawab dan menetapkan ketentuan hukum dari berbagai kasus hukum yang dihadapinya. Karena itu, Rasulullah terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihâd (al-ijtihād) dalam menetapkan hukum.
Ijtihâd Rasulullah pada dasarnya merupakan manifestasi dari pemahaman mendalam terhadap ayat-ayat al-Qur’ān, karena semua hasil ijtihâdnya dipandu oleh wahyu. Pelaksanaan ijtihâdnya, terkadang dilakukan melalui musyawarah dengan para sahabat dan terkadang dilakukan secara pribadi dengan menganalogikan kasus yang sama sekali tidak diatur ketentuan hukumnya dengan kasus yang sudah ada aturan hukumnya dalam al-Qur’ān yang disebut dengan qiyâs, sekalipun dalam pengertian yang luas. Oleh sebab itu, segala apa yang ditetapkan Rasulullah dari hasil ijtihâdnya adalah menjadi sunnah (sumber hukum).
Setelah Rasulullah wafat (632 M), praktik ijtihâd diteruskan oleh para sahabat. Mereka mengikuti cara-cara ijtihâd yang pernah dilakukan Rasulullah. Ketika dihadapkan pada kasus-kasus hukum, mereka mula-mula merujuk pada al-Qur’ān, dan selanjutnya merujuk pada sunnah. Ketika kedua sumber hukum itu tidak ditemukan aturan hukumnya, maka mereka melakukan ijtihâd berdasarkan kemampuan memahami makna-makna ayat dilihat dari segi sosio-historis (asbâb al-nuzûl), tujuan-tujuan hukum (maqâṣîd asy-syarî’ah), dan alasan-alasan hukum (ta‘lîl al-ahkâm), serta berdasarkan kemampuan bahasa arab yang dimiliki, meskipun era itu gramatika bahasa arab belum sistematis seperti di era berikutnya. Namun demikian, para ahli hukum Islam masa-masa berikutnya menilai bahwa metode ijtihâd yang dilakukan oleh para sahabat itu masih terbatas pada pemahaman pada al-Qur’ān dan sunnah. Muhammad Abû Zahrah mengatakan bahwa sebagian sahabat berijtihâd dalam batas-batas pemahaman al-Qur’ān dan sunnah, sedangkan sebagian yang lain menggunakan al-qiyâs dan al-maṣlahâh.
 Senada dengan Abû Zahrah, Muhammad Salâm Mażkur mengatakan bahwa ijtihâd para sahabat itu tersimpul pada tiga bentuk dalam menginterpretasikan nâṣ, yaitu menggunakan qiyâs, mâṣlâhah mursalah dan  istihsân.
  Dari penilaian Abû Zahrah dan Salâm Mażkur ini menunjukkan bahwa kedudukan ijtihâd di masa sahabat sudah menjadi alat untuk menggali sumber hukum dengan menggunakan pendekatan qiyâs, mâṣlâhah mursalah, dan  istihsân.
Seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan terjadinya interaksi sosial antara kaum muslimin dengan penduduk asli di berbagai wilayah dan daerah, terutama sesudah periode sahabat, maka konsekuensinya adalah kreatifitas ijtihâd di kalangan para mujtahid semakin luas dan berkembang. Sementara nâṣ-nâṣ wahyu terbatas, sedangkan permasalahan hukum terus terjadi tidak terbatas; Atau nâṣ-nâṣ wahyu itu terbatas adanya, sedangkan permasalahan hukum senantiasa terjadi dan tidak terbatas.
  Para tâbi’in dan tâbi’ tâbi’in dalam menghadapi kompleksitas kasus hukum yang terus terjadi, mereka berusaha secara maksimal untuk menyelesaikannya dengan langkah awal mengikuti cara-cara yang dilakukan Rasulullah, kemudian cara-cara yang dilakukan oleh para sahabat dengan terus berusaha mengembangkan metode-metode istinbâṭ hukumnya. Dalam sejarah pemikiran hukum Islam, muncul dua kelompok pemikiran yang disebut ahl al-hadîṡ dan ahl al-ra’y yang memiliki landasan teologis masing-masing. Ahl al-hadîṡ yaitu para pakar hukum yang dalam meng-istinbᾱṭ-kan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi mereka memberikan porsi pada naṣ-naṣ (an-nuṣῡṣ) lebih besar atas ra’y. Ra’y digunakan hanya dalam situasi tertentu.
 Kelompok ahl al-hadiṡ ini berkembang di Hijaz, Madinah yang dibangsakan kepada Imảm Mảlik, asy-Syảfi’i dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian dikembanglanjutkan oleh para pengiktnya masing-masing. Di Hijảz, Madinah seperti Sa’id ibn al-Musayyab (w. 94 H), ‘Urwah bin az-Zubair (w. 94 H), Ibn Syihảb az-Zuhri (w. 124 H). Pengikut asy-Syảfi’i, seperti Ahmad bin Hanbal (w. 241 H), Abῡ Bakar al-Humaidi (w. 219 H), Abῡ Ya’qῡb al-Buwaiṭy (w. 231 H), Abῡ Ibrảhim al-Muzani (w. 264 H), ar-Rabi’ bin Sulaiman al-Murảdi (w. 270 H) dan pengikut Imảm Ahmad bin Hanbal, seperti Abῡ Bakar Ahmad bin Muhammad bin Hảni al-Khurảsảni al-Bagdảdi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin al-Hujjảj al-Masrῡzi (w. 275 H), Ibrảhim al-Harbi Abῡ Ishảq (w. 285 H), Abῡ al-Qảsim Umar bin Abi ‘Ali al-Husaini al-Khiraqi al-Bagdảdi (w. 324 H), Muwaffiq ad-Din ibn Qudảmah al-Maqdisi (w. 620 H), Ibn Taimiyyah (w. 728 H) dan Ibn Qayyim aj-Jauziyyah (w. 751 H).
.
Sedangkan ahl ar-ra’y, yaitu para pakar hukum yang dalam meng-istinbảṭ-kan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang terjadi mereka memberikan porsi ra’y lebih besar atas naṣ, karena setelah diteliti eksistensi naṣ tidak langsung bisa menyelesaikan kasus yang terjadi.
 Ahl al-ra’y ini merupakan kelompok pakar hukum Irak Bagdad, yang karena sosio-kultural dan letak giografis yang jauh dari Hijảz Madinah, dalam melakukan ijtihad untuk meng-istinbảṭ-kan hukum dari kasus-kasus hukum yang terjadi mereka memiliki metodologi dan kaidah-kaidah fikih tersendiri yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Ibn Mas’ῡd sebagai tokoh ahl ra’y dari kalangan sahabat adalah seorang ulama yang sukses dalam membina murid-muridnya menjadi pakar hukum terkenal, di antaranya ‘Alqamah bin Qais an-Nakha’i al-Kῡfi (w. 62 H). Dari ‘Alqamah muncul Ibrảhim bin Yazid an-Nakha’i,(w. 95 H). An-Nakha’i mempunyai murid bernama Syekh Hammad bin Abi Sulaimản al-Asy’ari (w. 120 H) dan dari ulama yang terakhir ini, Imảm Besar (al-imảm al-a’ẓam) Abῡ Hanifah mendapat pendidikan dalam bidang fikih dan hadis.
 Dari sini terlihat bahwa matarantai pendidikan dan pengajaran dari tokoh pertama, Ibn Mas’ῡd hingga Abῡ Hanifah, membentuk metodologi istinbảṭ hukum yang spesifik. Metodologi istinbảṭ ini dianggap sebagai kristalisasi dari pendidikan dan pengajaran yang sistematis dari penggunaan ra’y sehingga ahl ra’y juga disebut ashảb al-qiyảs.
 Pada perkembangan berikutnya ahl al-ra’y ini menjadi satu mażhab fikih rasional atas pengaruh Abû Hanîfah (80-150 H/699-767 M) yang menjalani masa hidupnya pada kondisi sosial politik diakhir dinâsti Umayyah dan diawal dinâsti ‘Abbâsiyah.
  Irak pada masa Abû Hanîfah merupakan kota yang peradaban dan pengetahuan Islam sudah lebih maju dibandingkan dengan suasana Hijāz,  Madînah yang masih sederhana. Namun demikian, ahl ar-ra’y menjadi hidup dan berkembang ke seluruh jazirah Arab dan bahkan ke seluruh dunia tidak terlepas dari peran para pengikut Abῡ Hanifah yang bermarkas di Madrasah Kῡfah atau Madrasah Ahl Ra’y, sekaligus mereka mengkodifikasikan fatwa-fatwa Abῡ Hanifah. Di antara para pengikut (murid-muridnya) yang terkenal adalah Abῡ Yῡsuf Ya’qῡb  bin Ibrảhim al-Anṣảri (113-183 H), Muhammad bin al-Hasan asy-Syaibảni (132-189 H), Zufar bin al-Huẑail bin Qais al-Kῡfi (110-158 H) dan Al-Hasan bin Ziyảd al-Lu’lui (133-204 H).
 
Sedangkan ahl al-hadîṡ menjadi mażhab fikih tradisional atas pengaruh Mâlik bin Anas (93-179 H) yang menjadikan al-Qur’ān dan hadîṡ serta ijmâ’ sahabat sudah dipandang cukup untuk menjadi dasar penyelesaian kasus-kasus hukum yang muncul, tidak perlu lagi kepada ijtihad dan memakai rasio.
 Lebih jauh dapat dikemukakan latar belakang ahl al-hadiṡ menggunakan ra’y lebih kecil porsinya atas naṣ, paling tidak terdapat tiga faktor penyebab: Pertama, konsistensi besar terhadap para pendahulu mereka yang memberi porsi lebih kecil pada ra’y. Kedua, banyak terjadi kemungkinan praktik-praktik para sahabat dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum dan sedikitnya kasus hukum baru yang terjadi. Ketiga, kebersahajaan ulama Hijảz, bahwa umumnya umat Islam di Hijảz tidak meminta fatwa mengenai sesuatu masalah yang belum terjadi.
  Sementara ahl ar-ra’y memberikan porsi lebih besar pada ra’y atas naṣ disebabkan: (1) Implikasi metode pendidikan dan pengajaran yang dikembangkan oleh Ibn Mas’ῡd, konsisten terhadap pemikiran-pemikiran hukum Umar bin Khaṭṭảb melalui ra’y. (2) Ahl ar-ra’y berpendapat bahwa Irak adalah tempat yang paling banyak didiami oleh ulama sahabat. Kῡfah dan Baṣrah, dua markas tentara Islam (al-juyῡsy al-islảmiyyah). Dari kedua kota ini banyak kota besar ditaklukkan hingga menjamah Khurasan dan Kῡfah sendiri menjadi pusat khilafah ‘Ali. (3) Berbagai kasus hukum lebih banyak didominasi oleh Irak daripada Hijảz, karena Hijảz sendiri masih menunjukkan daerah yang asri bersahaja. Sedangkan Irak mempunyai peradaban dan kebudayaan yang sudah maju. Sementara hadis-hadis yang diterima para ulama ketika itu tidak mencakup (menjamah) berbagai kasus hukum baru yang terjadi, maka menggunakan ra’y adalah suatu keniscayaan.
   
Munculnya dua kelompok pemikiran metodologis tersebut di atas, membuat asy-Syâfî’i  (150-204 H) merasa terpanggil untuk melakukan moderasi. Ia merumuskan teori hukum yang mensintesa pemikiran rasional Hanafî dan pemikiran Mâlikî yang tradisional. Upaya ini terlihat dari semangat melakukan diskusi dengan murid-murid Abû Hanîfah, terutama dengan Abû Yûsuf (w. 183 H) dan Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibânî (w. 189 H) setelah terlebih dahulu berguru kepada pemuka ahl al-hadîṡ, Mâlik bin Anas. Hasil upayanya ini melahirkan teori hukum dalam konstruksi empat sumber utama hukum yang banyak dipedomani oleh para ahli hukum Islam sebagaimana telah disebutkan di atas, yaitu al-Qur’ān, sunnah/hadîṡ, ijmâ’ dan qiyâs.
 
Dalam lintas sejarah pemikiran hukum Islam, muncul tiga aliran pola pemikiran uṣûl al-fiqh sebagai representasi dari dinamika corak pemikiran mażhab-mażhab di atas, yaitu aliran mutakallimin (Syâfi’îyyah), aliran fuqahā’ (Hanafîyyah), dan aliran konvergensi (gabungan keduanya). Pertama, aliran mutakallimin (Syâfi’îyyah). Mereka dalam merumuskan kaidah-kaidah uṣûliyyah itu bersifat teoritis, logis dan rasional, karena senantiasa berpegang pada analisis kebahasaan (qawâ’id al-lugawîyyah) dan analisis ‘illah-’illâh hukum (ta’lîl al-ahkâm) yang didukung dengan argumentasi-argumentasi yang kuat baik secara naqli maupun ‘aqli. Karena itu, mereka tidak terikat dengan hukum-hukum fûrū’ yang telah ada. Kedua, aliran fuqahā’ (Hanafîyyah). Mereka dalam merumuskan kaidah-kaidah uṣûliyyah bertolak dari hukum-hukum fûrū’ yang telah ada setelah meneliti dan menganalisis secara cermat. Jika kaidah uṣûl yang dirumuskan itu bertentangan dengan hukum-hukum fûrū’, maka kaidah itu harus diubah disesuaikan dengan hukum fûrū’ tersebut. Ketiga, aliran konvergensi. Aliran ini muncul setelah munculnya dua aliran di atas, yang berusaha untuk memadukan dua corak pemikiran uṣûl tersebut. Dalam menetapkan kaidah-kaidah uṣûl, aliran ini mengemukakan argumentasi-argumentasi yang kuat, dan memperhatikan kesesuaiannya dengan hukum-hukum fûrū’ yang telah ada.

Ketiga aliran uṣûl tersebut dalam praktik istinbâṭ hukum mereka menggunakan qiyâs, istihsân, dan maṣlahah mursalah lebih mendominâsi, dan dipandang lebih efektif dalam penyelesaian kasus-kasus hukum, tetapi, ketiganya masih menyisakan problem metodologis. Maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai tujuan disyariatkan hukum Islam cendrung terabaikan, karena dalam penerapannya dilakukan secara parsial (juz’iyyâh) sehingga tidak mampu merespon realitas kasus hukum yang terjadi. Kelemahan lain dari ketiga metode di atas sebagaimana ditegaskan oleh Muhammad Arkoun adalah cendrung mengutamakan aturan manusiawi dan menimbulkan kesemena-menaan individual atas aturan Tuhan.
 Bahkan Ibn Hazm (383-457 H) menolak qiyās sebagai dalil dan metode istinbāt hukum dalam masalah hukum-hukum agama,
 dan Syi’ah Imāmiyyah lebih keras lagi menolak qiyās sebagai dalil hukum (ibṭāl al-qiyās fi ahkām ad-din). Menurutnya, jika kamu menggunakan qiyās dalam agamamu, maka kamu akan banyak menghalalkan apa yang diharamkan Allah, dan banyak mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah. Untuk itu, menurut sebagian mereka menolak qiyās karena menyamai Iblis (qiyās iblis). Dialah yang mula-mula menggunakan qiyās, seperti kisah keengganan Iblis sujud kepada Nabi Adam.
 
Meskipun demikian, mayoritas ulama uṣῡl al-fiqh dalam meng-istinbᾱṭ-kan hukum menjadikan qiyâs sebagai prosedur pokok yang cukup lama digunakan dalam pengembangan pemikiran hukum Islam untuk merespon peristiwa hukum baru yang terjadi. Tetapi dari prosedur ini memiliki dua kekurangan: Pertama, pengembangan yang dilakukan antara dua juz’iyyâh (mâqis dan maqis ‘alaih) itu harus benar-benar dipahami kesamaan ‘illah-nya, hal ini suatu syarat yang sangat sulit untuk diaplikasikan, sehingga banyak yang beralih dari metode qiyâs ke metode lain yang berpola sama, yaitu istihsân. Yakni mengabaikan qiyᾱs kemudian masuk kepada istihsᾱn yang lebih merepresentasikan kemaslahatan sebagai tujuan syari’at. Kedua, dengan sulitnya menemukan kepastian ‘illâh hukum, berakibat terjadinya fragmentasi aturan-aturan hukum Islam.
  Dari kelemahan-kelemahan dan kekurangan metode-metode tersebut, para ahli uṣûl mencoba mengkritisi dan merumuskan metode ijtihâd lain yang disebut dengan maqâṣîd asy-syarî’ah. Sebagai metode ijtihâd sebagai “pisau analisis atau kacamata untuk membaca kenyataan yang ada di sekeliling kita”.

Posisi maqâṣîd asy-syarî’ah pada masa awalnya tidak begitu jelas dan terkesan dikesampingkan, dan pembahasannya pun  tercecer dalam konsep ‘illâh dalam bab qiyâs,
 dan bab maṣlahah/istiṣlāh.
 Konsep maqâṣîd asy-syarî’ah telah banyak ditulis oleh ulama uṣûl klasik, tetapi sayang sulit didapatkan dan ditemukan karya-karya klasik itu, dan tidak sampai ke tangan kita sekarang. Konsep maqâṣîd asy-syarî’ah baru ditemukan dalam kitab Al-Burhân fi Uṣûl al-Fiqh, karya Abû al-Ma’âlî ‘Abd al-Mâlik bin ‘Abd Allah al-Juwainî (w. 478 H/1085 M). Ia mengkonstruk bangunan maqâṣîd asy-syarî’ah dari mengelaborasi konsep ‘illâh dalam masalah qiyâs. Di tangan al-Juwainî-lah kelihatannya qiyâs mendapat perhatian penuh dan pembagian secara rinci. Tidak hanya qiyâs ma’na dan qiyâs syabah seperti yang diwariskan asy-Syâfî’i, tetapi sudah muncul apa yang disebut dengan qiyâs‘illah, dan qiyâs dalalâh. ‘Illâh ternyata mendominâsi pembahasan tentang qiyâs, karenanya al-Juwainî menetapkan prosedur/teknik pencarian ‘illâh (masālik al-‘illah)
 dalam istinbâṭ hukum. Seorang mujtahid dalam proses meng-istinbâṭ-kan hukum yang belum ditemukan ketetapan hukumnya dalam teks al-Qur’ān, sunnah, atau ijmâ’ mesti terlebih dahulu mencari poros hukum (manāṭ al-hukm), atau hikmah yang menjadi tautan hukum. Kemudian hukum yang akan ditetapkan itu sudah barang tentu mengandung kemaslahatan atau kemafsadatan. Maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam konteks ini dapat digunakan untuk menganalisis persoalan hukum yang tidak ditemukan dengan jelas dimensi kemâslâhatan atau kemafsadatannya. 
Aṣl yang menjadi dasar ‘illâh dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu ḍarûrîyyāt, hâjîyyāt, dan makramah (tahsînîyyāt). Kemudian, al-Juwainî juga memetakan maqâṣîd asy-syarî’ah ada yang bersifat universal (kûlliyyah), dan ada yang bersifat partikular (juz’iyyah).
 
Rumusan teori al-Juwainî ini selanjutnya dikembangkan oleh muridnya Abû Hâmîd al-Gazâlî  (450-505 H/1058-1111 M). Di masa al-Gazâlî inilah teori maqâṣîd asy-syarî’ah telah terlihat bentuknya dengan jelas, meskipun masih  dimasukkan dalam bab al-istiṣlāh. Kemudian  maqâṣîd asy-syarî’ah ia klasifikasi ada yang bersifat kûlliyyah, dan ada yang juz’iyyah yang selanjutnya dibedakan pada tiga kategori, yaitu aḍ-ḍarûrîyyāt, al-hâjîyyāt, dan at-tahsînāt. Dari tiga kategori ini kemudian ia membagi aḍ-ḍarūriyyāt pada lima kebutuhan pokok (aḍ-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
 
Setelah era al-Gazâlî, teori maqâṣîd asy-syarî’ah dielaborasi oleh Abi Muhammad ‘Izz ad-Dîn ‘Abd al-Azîz  ibn ‘Abd as-Salâm (w. 660 H/1263 M) dari segi hakikat maṣlahah yang merupakan inti dari maqâṣîd asy-syarî’ah, yang dirumuskan dalam sebuah kaidah jalb al-maṣālih wa dar’u al-mafâsid.
 Dan maṣlahah tidak bisa dipisahkan dari tiga kategori aḍ-ḍarûrîyyāt, al-hâjîyyāt, dan at-tahsînāt.

Pada abad ke 8 H/14 M muncul seorang ulama brilian Abû Ishâq asy-Syâṭibî al-Mâlikî (w. 790 H/1388 M) dengan merekonstruksi kembali teori maqâṣîd asy-syarî’ah yang telah dielaborasi oleh tokoh uṣûl sebelumnya. Meskipun kerangka dasar teori maqâṣîd-nya banyak berasal dari al-Gazâlî, yang ia tuangkan dalam al-Mûwâfaqāt, tetapi ia telah memperdalam dan memerinci teori-terorinya secara sistematis, yang dalam beberapa hal berbeda dengan al-Gazâlî . Misalnya,  asy-Syâṭibî mencoba mengkonstruk bangunan grand theory hukum Islam dengan pola istîqrâ’ al-ma’nawî (induksi tematik), yang berarti hukum-hukum juz’iyyah tidak hanya didasarkan pada satu atau dua ayat atau beberapa hadis, melainkan didasarkan dan disimpulkan dari hukum-hukum kûlliyyah dengan melalui survei menyeluruh terlebih dahulu terhadap pernyataan-pernyataan hukum. Dengan kata lain, pola istîqrâ’ al-ma’nawî dalam aplikasinya tidak hanya didasarkan pada satu dalil saja, tetapi pada beberapa dalil yang digabungkan sehingga terbentuklah suatu hukum berdasarkan kolektifitas dalil tersebut.
 Pandangan ini membawa asy-Syâṭibî kepada suatu pendekatan integralistik dalam penyimpulan suatu hukum. Ia melihat dalil-dalil al-Qur’ān dan hadîs  sebagai suatu keseluruhan yang integral, yang dalam memahaminya tidak boleh dengan pendekatan atomistik (juz’iyyah) karena dalil-dalil itu menjadi satu-kesatuan dalam konteks keseluruhannya. Lebih lanjut  asy-Syâṭibî menjadikan kepastian (qaṭ’iyyah) sebagai landasan merealisir maqâṣîd asy-syarî’ah yang terakumulasi dalam tiga prinsip ḍarûrîyyāt, al-hâjîyyāt, dan at-tahsînāt. Jika penetapan dasar dari dasar-dasar syarî’ah itu boleh dengan dalil yang tidak pasti (ẓânnîyyah), maka bangunan hukum itu tidak akan kuat karena hanya praduga semata. Dengan demikian, syarî’ah itu harus pasti, dan dalil-dalilnya juga harus pasti.

Asy-Syâṭibî (w. 790 H/1388 M) muncul di tengah kondisi jumûd, kemunduran umat dan statisitas pemikiran hukum Islam, ia merekonstruksi kembali teori maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai sebuah metode istinbāṭ hukum secara sistematis dalam karyanya al-Mûwâfaqāt.
 Tetapi, karena kondisi yang tidak mendukung, maka gagasan besar (grand theory)  asy-Syâṭibî ini juga mengalami degradasi yang cukup lama (enam abad), seakan terkubur begitu saja. Implikasi dari kondisi ini terjadi krisis pengetahuan (epistimologi) fiqh dan uṣûl al-fiqh yang diikuti dengan krisis pengetahuan keislaman secara umum (‘amq azmah al-ma’rifah al-fiqhîyyah wa al-uṣûliyyah). Akibatnya, hukum Islam yang semula berupa ilmu yang berkembang pesat sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat berubah menjadi dogma (doktrin). Demikian juga uṣûl al-fiqh sebagai ilmu berubah menjadi doktrin yang mesti dihafal, dipertahankan dan diikuti apa adanya. Selain daripada itu, diperparah lagi dengan fiqh-uṣûl al-fiqh menjelma dan mengkristal menjadi mażhab-mażhab, yang di antara doktrinnya membatasi kreatifitas ijtihâd-intlektual, dan nyaris “pintu ijtihâd tertutup”. Dari sini pada akhirnya hukum Islam mengalami crisis of relevance dan sulit diharapkan kontribusinya, terutama di antaranya dalam konteks pengembangan pemikiran hukum Islam, termasuk hukum keluarga Islam.
Kondisi hukum keluarga yang ada sekarang dan berkembang di Indonesia dan di negara-negara muslim modern pada umumnya merupakan hasil kreatifitas ijtihâd para ulama klasik dahulu, yaitu di masa kejayaan kekuasaan Pemerintahan Islam selama 250 tahun. Tepatnya, sejak awal abad kedua hingga pertengahan abad keempat hijriyah. Setelah era ini, hukum Islam mengalami masa jumud, taklid, dan kebekuan, bahkan klimaknya terjadi penutupan “pintu ijtihâd”.
 Dilihat dari segi usia, hukum Islam yang dipraktikkan umat Islam hingga kini sudah berumur sepuluh abad lebih, hukum-hukum itu dirumuskan sesuai setting social bangsa Arab pada umumnya, dan telah terdokumentasikan dalam kitab-kitab fikih mażhab yang berpuluh-puluh jilid. Sebagai contoh, pernikahan anak perempuan yang masih kecil dengan seorang laki-laki. Term lain adalah pernikahan anak di bawah umur, dan dalam term era kontemporer disebut dengan pernikahan dini.
  
Pernikahan anak di bawah umur atau pernikahan dini, dalam literatur fikih klasik pada umumnya mayoritas ulama fikih adalah membolehkan, karena ajaran Islam tidak menetapkan batasan usia nikah. Oleh karena itu, seorang bapak boleh menikahkan anak gadisnya dengan seorang laki-laki yang masih sama-sama kecil (zawāj aṣ-ṣagir ‘alā aṣ-ṣagirah), atau dengan laki-laki yang sudah dewasa.

Menurut Ibn al-Munżir (w. 318 H), para ulama telah sepakat bahwa bapak (ayah) boleh menikahkan anak gadisnya yang masih kecil (al-bikr as-ṣagirah) kepada laki-laki yang sepadan (al-kafā’ah) tanpa persetujuannya, dan tidak ada hak memilih bagi anak gadis itu setelah dewasa.
 Imām  Syâfî’i (150-204 H) mengatakan tidak boleh seorang gadis kecil dinikahkan oleh orang lain, kecuali oleh bapak kandungnya. Kalaupun dinikahkan dengan secara paksa oleh orang lain, maka pernikahannya harus dibatalkan. Terkecuali kakek laki-laki yang bisa menggantikan posisi bapaknya untuk mengawinkan yang demikian itu.
 Sedangkan Imām Mālik (93-179 H) secara implisit mengatakan bahwa pernikahan seorang janda yang belum dewasa (as-ṡayyib al-gair al-bālig) yang belum dicampuri oleh mantan suaminya, baik berpisah karena ditalak, atau karena ditinggal mati, maka kedudukannya sama dengan gadis, bahwa bapak mempunyai hak otoritatif (haq al-ijbār) terhadap anak gadisnya. Sebaliknya, kalau sudah dicampuri mempunyai kedudukan sama dengan janda, bahwa ia lebih berhak pada dirinya ketimbang walinya.
 Senada dengan pendapat Imām Mālik, al-Kasāni (w. 587 H) mengatakan bahwa bapak mempunyai hak otoritatif terhadap anak gadisnya yang masih kecil, atau sudah janda untuk dikawinkan dengan seorang laki-laki.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat dikatakan bahwa mayoritas ulama telah sepakat membolehkan seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, atau sudah janda dengan seorang laki-laki, meskipun tanpa persetujuannya. Pendapat mayoritas ulama ini dikritik oleh Ibn Hazm (383-457 H) dengan bertolak dari pandangan Ibn Syubrumah. Menurutnya, tidak boleh seorang bapak menikahkan anak gadisnya yang masih kecil, kecuali ia sudah dewasa dan dimintakan persetujuannya.
 Pendapat mayoritas ulama tersebut untuk era kontemporer dipandang tidak relevan lagi karena pernikahan dini baik secara biologis, psikologis, mentalitas dan kesiapan finansial belum matang.
 Oleh karena demikian, pendapat Ibn Hazm dipandang lebih kontekstual dan relevan dengan era kontemporer yang mengisyaratkan perlu ditetapkan usia minimal nikah, sekurang-kurangnya seperti yang telah ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
 
Kondisi kehidupan masyarakat ketika itu keadaan jauh berbeda dengan kondisi Indonesia dan negara-negara muslim modern saat ini. Dalam konteks ini, karakteristik hukum Islam warisan para ulama klasik yang bercorak Arab (Arab oriented) tampaknya tidak sepenuhnya dapat diterapkan di dan negara-negara muslim modern lainnya. Karena terkadang ditemukan pendapat ulama yang tidak lagi relevan dengan tuntutan kehidupan masyarakat modern saat ini. Misalnya mengenai pelaksanaan salah satu rukun nikah ṣigat akad yaitu ijab (ijāb) dan kabul (qabῡl) dalam satu majelis.
 Terdapat perbedaan pendapat para ulama dalam memahami dan memaknai “ijab dan kabul dalam satu majelis”. Ulama Syāfi’iyyah mengartikan kalimat tersebut dengan harus dalam satu tempat berkumpul secara fisik, baik wali atau wakilnya, calon suami dan dua orang saksi agar terjadi berkesinambungan waktu dan kesatuan majelis. Sehingga pengucapan ijab dan kabul diketahui dan didengar langsung dengan jelas oleh para pihak dengan tidak ada suatu penghalang yang memisahkan kesinambungan waktu dan kesatuan majelis tersebut.
 Sedangkan ulama Hanafiyyah dan Hanābilah mengartikan “ijab dan kabul dalam satu majelis” dalam arti non fisik, bukan masalah tempat.
 
Dari dua pendapat ulama tersebut di atas, jika dikaitkan dengan kasus akad nikah via video call yang terjadi di zaman now ini,
 maka pendapat pertama (Syāfi’iyyah) tidak relevan lagi untuk dikontekstualisasikan pada era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi saat ini. Sedangkan pendapat yang kedua (Hanafiyyah dan Hanābilah) dipandang masih relevan untuk dikontekstualisasikan pada kasus-kasus pernikahan yang dilaksanakan misalnya melalui teleconference, telepon, surat elektronik, layanan pesan singkat (SMS), dan faksimile.
Pada abad ke 13 H/19 M, seorang pemikir pembaruan Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M) di Mesir, diikuti oleh muridnya Rasyîd Riḍâ (w. 1935 M), dan Muhammad Iqbâl (w. 1938 M) di benua India-Pakistan merekomendasikan kepada murid-muridnya untuk mengkaji al-Muwāfaqāt asy-Syâṭibî agar mereka dapat memformulasikan kembali pemikiran filsafat hukum Islam dan pengembangannya di bidang sosial kemasyarakatan.
 Tetapi mereka belum menawarkan teori baru kecuali merevitalisasi prinsip maṣlahah yang ditawarkan oleh  asy-Syâṭibî melalui teori maqâṣîd-nya itu. Baru pada abad ke 20 sampai era modern (abad ke 21) ini bermunculan para pemikir mempertanyakan kembali tentang konstruksi metodologi hukum Islam (maqâṣîd asy-syarî’ah) dengan bertolak dari bagaimana teks suci (wahyu) dapat dipahami dan diaplikasikan dalam konteks dunia modern yang jelas tidak sama dengan konteks di masa Nabi. Dari sini, di Tunisia, muncul seorang pakar maqâṣîd asy-syarî’ah bernama Muhammad at-Ṭâhir bin ‘Asyûr (w. 1393 H/1973 M) yang dianggap sebagai bapak maqâṣîd asy-syarî’ah kontemporer setelah asy-Syâṭibî. Ia berhasil mengkonstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai konsep baru yang terlepas dari kajian uṣûl al-fiqh, padahal sebelumnya merupakan bagian dari uṣûl al-fiqh.
  Demikian juga ‘Allâl al-Fâsî,
 Hasan al-Turâbî,
 Mahmoûd Mohamed Tāhā,
 Abdullâh Ahmed an-Na’îm,
 Fazlur Rahmân,
 dan Muhammad Syahrûr.
 Terakhir, muncul seorang pemikir, Jasser Auda, asal Mesir yang gencar menyuarakan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai solusi atas persoalan metodologi hukum Islam.  Ia menulis sebuah disertasi dan sekaligus sebagai karya monumentalnya untuk meraih gelar Ph.D dalam konsentrasi Filsafat Hukum Islam di Universitas of Wales, Inggris, tahun 2008, dengan judul Maqâshîd asy-syarî’ah as Philosophy of Islâmîc Law: A Systems Approach. Dalam karyanya ini, ia menegaskan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah merupakan konsep metodologi hukum Islam yang sesuai dengan isu-isu kontemporer dalam konteks kekinian dan modern.

Bertolak dari elaborasi konstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah dalam konteks pengembangan metodologi hukum Islam (termasuk hukum keluarga) di Indonesia, dan negara-negara muslim modern sesuai dengan kebutuhan zaman, maka dapat dipastikan bahwa pengembangan metodologi dan pembaruan hukum keluarga Islam sejatinya dapat mengakomodir seluruh aspirasi kemanusiaan yang merupakan sebuah tuntutan logis dalam realiatas negara bangsa (nation state) di era globalisasi dan kehidupan modern tanpa ada diskriminasi dan eksploitasi etnik, suku, jenis kelamin, kesetaraan gender, pendidikan, keadilan ekonomi, persaudaraan, partisipan politik, penegakan hukum, dan agama sekalipun. Secara teoritis, hukum Islam (syarî’ah) merupakan sebuah pedoman dan prinsip dasar untuk kemaslahatan kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Syarî’ah merupakan akumulasi keadilan, rahmat li al-‘âlamin, membawa maslahat, dan hikmah. Dalam implementasinya, setiap aturan yang mengatasnamakan keadilan dalam kenyataannya dilakukan dengan kezaliman, kedamaian dengan konflik horizontal, kebaikan dengan kejahatan, kebijakan dengan kebohongan publik, rumah tangga harmonis dengan perselingkuhan terselubung, dan lain-lain, maka itu bukanlah syarî’ah, meskipun hal itu diinterpretasi sedemikian rupa oleh nalar akal manusia. Akan tetapi faktanya (das sein) tidak seperti yang diharapkan (das sollen), seakan hukum Islam kehilangan fungsi dan prinsip-prinsip aturan yang holistik (kûlli) dan universal (syumûli). Realitas yang terjadi justru sebaliknya, seperti ideologi kekerasan, intoleransi, pembatasan kebebasan, demokrasi yang terpasung, perilaku yang tidak humanis, dan lain-lain. Sejatinya (das sein) yang diinginkan adalah dinamika perilaku yang humanis, moralis, persatuan dan kesatuan, keadilan, spiritualitas, harmonis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semuanya itu merupakan tujuan esensial dari syariat Islam (maqâṣîdasy-syarî’ah).
Mengkritisi situasi yang demikian itu, muncul kegelisahan akademik dengan mempertanyakan, mengapa di era globalisasi ini degradasi hukum Islam terjadi, perlukah hukum Islam (hukum keluarga) direformulasi (diperbarui), bagaimana mendobrak pintu ijtihâd yang selama ini tertutup, dan bagaimana pula maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dapat diaplikasikan dalam upaya pengembangan metodologi sekaligus pembaruan hukum keluarga Islam.? Problematika ini perlu diteliti dan diangkat menjadi sebuah temuan ilmiah. Sebagai argumentasi diangkat problem ini: Pertama, bahwa dalam mereformulasi kembali hukum keluarga di era kehidupan modern ini faktualnya mesti berbasis maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd. Seperti yang digagas pertama kali oleh Hasbî ash-Shiddîeqî (1961) dengan perlu “fikih Indonesia”, Hazâirîn (1951) dengan ”mażhab nâsional Indonesia,” Abdurrahman Wahîd (1988) dengan “Pribumisasi Islam”, Munawir Syâdzâlî (1988) dengan “reaktualisasi ajaran Islam”, Masdar Farîd Mas’ûdî (1991) dengan “zakat sebagai pajak”, dan Alî Yafie (1994) dengan gagasan “fikih sosial”, semua itu perlu direspon dan direalisir sesuai dengan kaarifan lokal (local wisdom) bangsa Indonesia. Akan tetapi realisasi dari gagasan tersebut baru sebatas pada terminologi hukum Islam Indonesia, dan nilai-nilai penting hukum Islam Indonesia, belum beranjak pada aspek metodologinya (maqâṣîd asy-syarî’ah). Dalam kaitan dengan pengembangan metodologi dan pembaruan hukum keluarga, belum terlihat. Kedua, bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd sangat relevan dengan isu-isu kontemporer dan kekinian, terutama sebagai pisau analisis dalam penyelesaian kasus-kasus hukum baru yang terus terjadi. Ketiga, era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi-komunikasi ternyata memberikan dampak dan cara pandang baru dalam pemahaman terhadap hukum keluarga. Karena itu, agar hukum keluarga mampu memainkan peran positif dan sejalan dengan tuntutan zaman, maka maqâṣîd asy-syarî’ah diposisikan sebagai metode pembaruan hukum keluarga, sehingga makna-makna dibalik teks terbongkar dan terbuka secara integral. Inilah problem akademik yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian yang akan dideskripsikan dalam sebuah karya disertasi.
B. Permasalahan 
1. Identifikasi Masalah
Ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi terkait dengan materi kajian di dalam latar belakang disertasi ini, antara lain:
a. 
Cara mengetahui dan menetapkan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam konteks istinbâṭ hukum Islam.
b.
Eksistensi maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd digunakan oleh para ahli metodologi hukum Islam (uṣûliyyin) dalam istinbâṭ hukum.
c. 
Maqâṣîd asy-syarî’ah dapat diaplikasikan dalam konteks istinbâṭ hukum sebagai alternatif metode yang dibutuhkan untuk menjawab dan menyelesaikan kasus-kasus hukum Islam kontemporer, seperti nikāh sirrî, hak waris bagi ahli waris beda agama, pengelolaan dan pendayagunaaan harta wakaf dan standar pemberian nafkah kepada isteri.
d. 
Bentuk maqâṣîd asy-syarî’ah yang dibutuhkan di era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern saat ini.
e.
Maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd hubungannya dengan metode-metode ijtihâd yang lain dalam konteks istinbâṭ hukum.
f. 
Cara memaknai dan mengisi prinsip-prinsip maqâshîd asy-syarî’ah (aḍ-ḍarûrîyyah al-khamsah aw aḍ-ḍarûrîyyah as-sittah) dengan isu-isu hukum Islam kontemporer sehingga ia dapat menjawab dan menyelesaikan berbagai problem, terutama hukum keluarga yang terus berkembang sepanjang kehidupan umat Islam.
g.
Konsep metodologi yang sesuai dengan isu-isu hukum Islam kontemporer dalam konteks kekinian dan modern, serta sesuai pula dengan kondisi budaya hukum bangsa Indonesia.
h. 
Konstruksi metodologi hukum Islam (maqâṣîdasy-syarî’ah) yang telah ada agar lebih relevan dan kontekstual dalam melakukan istinbâṭ hukum Islam kontemporer.
2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka permasalahan pokok (inti) yang akan diteliti dalam penelitian disertasi ini dibatasi pada konsep maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd yang terus dihadapkan pada berbagai kasus hukum, terutama dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Dibutuhkan sebuah metodologi yang menjadi alternatif yang progresif dan responsif bagi bangsa Indonesia, yaitu dengan cara mengkaji ulang maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai sebuah doktrin atau metode ijtihâd melalui rekonstruksi, sehingga upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dapat diwujudkan dengan berbasis pada maqâṣîd asy-syarî’ah.
3. Rumusan Masalah
Bertolak dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan fokus masalah dalam penelitian disertasi ini sebagai berikut:
a. Bagaimanakah maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd diaplikasikan dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam?
b. Bagaimanakah kerangka kerja operasional maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd pembaruan hukum keluarga Islam?
c. Perlukah maqāṣid asy-syari’ah direkonstruksi, dan jika perlu, bagaimanakah implikasinya terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dalam merespon isu-isu kontemporer.?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini:
a. 
Untuk membuktikan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dapat diaplikasikan dalam konteks pembaruan hukum keluarga Islam yang digali dari substansi eksplisit teks (ẓāhir an-naṣ), implisit teks (isyārah an-naṣ) dan bahkan di balik teks. Dari pengungkapan ini akan ditemukan sesuatu yang baru sehingga penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan metodologi hukum Islam. 
b. 
Untuk menganalisis, merumuskan dan mengelaborasi konstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam upaya pembaruan hukum keluarga Islam, serta cara kerja operasionalnya dalam menghasilkan produk-produk hukum keluarga Islam kontemporer. 
c. 
Untuk mencari hubungan signifikan antara maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd yang perlu direkonstruksi muatan isinya di satu sisi, dan pembaruan hukum keluarga Islam berbasis maqāṣid asy-syari’ah yang relevan dengan kondisi kehidupan era global dan modern di sisi lain, sehingga eksistensinya mampu menjawab isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer. 

2. Kegunaan Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bahwa:
a. Maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dapat diaplikasikan dalam meng-istinbāṭ-kan hukum, sehingga metode penggalian, penemuan dan penetapan hukum tidak terpaku dengan yang telah ada yang sudah dirumuskan oleh para teoritisi hukum Islam (uṣûlîyyin) sebelumnya. 
b. Rekonstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode dalam kerangka kerja metodologi hukum Islam telah mengalami pegeseran paradigma dalam upaya pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam yang akhir-akhir ini banyak disuarakan oleh para pembaru. Di era modern, maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihad dapat diaplikasikan pada semua kasus hukum yang terjadi. Bahkan dalam khazanah pengembangan ilmu pengetahuan, maqāṣid asy-syari’ah dapat ditingkatkan menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, terpisah dari ilmu uṣῡl al-fiqh.
c. Memberikan kontribusi secara luas kepada para teoritisi hukum Islam, praktisi hukum, dan masyarakat Islam pada umumnya bahwa dalam pembaruan pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia,  maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihad dapat merespon isu-isu hukum keluarga Islam kontemporer, pada suatu waktu nanti kiranya dapat memberi penjelasan aspek-aspek metodologis. Suatu pembaruan di masa yang akan datang harus mempertimbangkan dan memperhitungkan metode-metode ijtihâd yang telah dirumuskan secara mapan di masa lampau.
D. Signifikansi Penelitian 
Kebermaknaan penelitian ini didasarkan atas pengkajian yang cukup lama tentang gagasan besar perlunya paradigma baru uṣûl al-fiqh, atau metodologi penemuan hukum yang digagas oleh para pemikir hukum Islam kontemporer dan para pemikir hukum Islam Indonesia. Uṣûl al-fiqh sebagai sebuah disiplin ilmu metodologi hukum Islam dipandang tidak memadai lagi untuk membuat hukum Islam mampu menjawab dan menyelesaikan kasus-kasus hukum kontemporer, terutama hukum keluarga Islam yang hidup dan berkembang di Indonesia. Karena itu, diperlukan pembaruan metode istinbāṭ dan hukum Islam yang progresif dan responsif sesuai dengan budaya hukum bangsa Indonesia tentunya dengan melakukan rekonstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah.
Masalah hukum keluarga yang semakin kompleks seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sementara hukum dan metode ijtihad sudah final. Diketahui bahwa persoalan hukum dan metode yang ada lahir pada situasi dan kondisi serta sosio-kultural yang berbeda, meskipun secara substantif bahwa eksistensi syari’at Islam itu senantiasa relevan dengan situasi dan kondisi zaman.
 Tetapi penggalian dan penemuan hukum-hukum yang ada di dalam teks-teks al-Qur’ān dan sunnah harus dilakukan dengan menggunakan metode ijtihad yang tepat dan kontekstual.  
Melalui semangat berpikir rekonstruktif tersebut di atas, maka signifikansi penelitian ini terdapat pada hasil kajian yang menemukan model alternatif metodologi baru dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum keluarga Islam di Indonesia yang berbasis pada maqâṣîd asy-syarî’ah. Maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam penggalian dan penemuan hukum di balik teks sangat efektif, relevan, dan kontekstual dengan isu-isu kontemporer. Dengan demikian, hasil penelitian ini baik secara langsung atau tidak pada suatu waktu nanti akan menjadi rujukan bagi peneliti metodologi pemahaman hukum Islam berikutnya, sekaligus dengan memberikan perspektif dan wawasan yang mendorong terwujudnya upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian ini mengkaji persoalan maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam pembaruan hukum keluarga Islam. Mengenai konstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah, telah banyak ditemukan tulisan-tulisan (kitab-kitab) dari kalangan ulama uṣûl al-fiqh klasik dan kontemporer (maqâṣîdîyyin). Dari tulisan-tulisan tersebut ada yang bersifat deskriptif-teoritis tentang maqâṣîd asy-syarî’ah, dan ada yang bersifat kritik metodologis dengan menawarkan konsep rekonstruksi yang diorientasikan pada kebutuhan zaman kekinian dan kemodernan. 
Secara normatif, awal mula tulisan penelitian ini diinspirasi oleh tulisan seorang pemikir asal Granada Andalusia Abῡ Ishāq asy-Syāṭibi (w. 790 H/1388 M) yang berjudul al-Muwāfaqāt fi Uṣῡl asy-Syari’ah dengan editor ‘Abd Allah Darraz dan al-Muwāfaqāt fi Uṣῡl al-Ahkām dengan editor Muhammad Hasnain Makhlῡf yang diterbitkan oleh penerbit Muṣṭafā Muhammad di Kairo, cetakan keempat dan kelima, tahun 1969. Dalam tulisannya, asy-Syāṭibi mendeskripsikan gagasan dan tawaran-tawarannya dengan merekonstruksi maqâṣîd asy-syarî’ah yang telah dielaborasi oleh para ahli uṣûl al-fiqh sebelumnya, sebagaimana telah dikemukakan pada halaman delapan di atas. Pasca era  asy-Syâṭibî tidak ditemukan lagi karya-karya uṣûl al-fiqh yang mengkaji masalah maqâṣîd asy-syarî’ah. 
Selain al-Muwāfaqāt, adalah Maqāṣid asy-Syari’ah al-Islāmiyyah karya Muhammad at-Ṭâhir bin ‘Asyûr (w. 1393 H/1973 M). Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa maqâṣîd asy-syarî’ah tidak saja dalam tataran teoritis, tetapi juga dalam tataran aplikatif. Bahkan Ibn ‘Asyῡr menggagas perlunya maqâṣîd asy-syarî’ah dipisahkan dari ilmu uṣûl al-fiqh. Maqâṣîd asy-syarî’ah menjadi ilmu tersendiri, tidak lagi hanya sebagai kumpulan nilai yang membungkus fiqh dan uṣûl al-fiqh, melainkan berevolusi menjadi sebuah pendekatan. Maqâṣîd asy-syarî’ah akhirnya menempati posisi sentral dalam pengembangan pemikiran hukum Islam kontemporer.

Dari dua tulisan karya asy-Syāṭibi dan Ibn ‘Asyûr di atas, seiring berjalannya waktu, bermunculan hasil-hasil penelitian mengenai maqāṣid asy-syari’ah di antaranya: 

1. Penelitian sebuah tesis dengan judul Islâmîc Legal Philosophy: A Study of Abû Ishâq al-Shâtibî’s Life and Thought yang ditulis oleh Muhammad Khâlid Mas’ûd. Hasil penelitian ini diajukan kepada MeGill University, Montreal Canada pada tahun 1973. Mas’ūd menyimpulkan dari penelitiannya: Pertama, asy-Syāṭibi menerima gagasan pembagian maṣlahah versi ahli uṣūl al-fiqh tradisional, tetapi menolak formulasi maṣlahah yang dirumuskan oleh uṣūl tersebut. Kedua, asy-Syāṭibi dengan tegas mengemukakan dan mengklarifikasi konsep maṣlahah seputar persoalan ta’abbud, hużuż, dan masyaqqah. Ketiga, asy-Syāṭibi berhasil menjawab keberatan-keberatan teologis yang dikemukakan oleh minoritas ulama terhadap konsep maṣlahah yang digagasnya, di mana keberatan itu menurutnya, karena ketidakmampuan mereka menemukan perbedaan di antara dua level kehendak Allah. Keempat, asy-Syāṭibi membedakan konsep maṣlahah asy-syar’iyyah dengan maṣlahah yang berlapis, di mana yang pertama bersifat abstrak, sederhana, dan tidak mengandung mafsadat. Sedangkan yang kedua, bersifat tidak murni, tidak sederhana, dan mengandung mafsadat. Kelima, dengan kerangka konsep maṣlahah tersebut, asy-Syāṭibi mengembangkan pemahamannya tentang perubahan sosial dengan perubahan hukum dalam konteks kerja ijtihad. Keenam, menurut asy-Syāṭibi, ijtihad merupakan metode sekaligus upaya perubahan hukum, di mana maṣlahah sebagai dasar dan panduan ijtihad. Ketujuh, maṣlahah sebagai tujuan hukum merupakan prinsip integral yang menjamin keutuhan dan kestabilan syari’ah, serta mengarahkan perubahan hukum. Kedelapan, maṣlahah menurut asy-Syāṭibi memiliki signifikansi bagi upaya positivisasi hukum Islam masa kini.
 Selain kedelapan simpulan tersebut, dapat ditegaskan bahwa Mas’ud membahas maṣlahah dideskripsikan secara mendalam dalam yurisprudensi Islam, sebelum dan sesudah era asy-Syāṭibi. Tetapi, ia lebih menstresing pembahasannya pada teori hukumnya daripada filsafatnya. Karena itu, terlihat tidak begitu mendalam dalam hal epistimologinya.
2. Penelitian sebuah tesis dengan judul Naẓariyyah al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām asy-Syāṭibi yang ditulis oleh Ahmad ar-Raisῡni. Hasil penelitiannya ini diajukan kepada Universitas Muhammad al-Khamis, Rabat Maroko tahun 1989.
 Temuan dari penelitiannya ini ditegaskan bahwa: (a) Gagasan maqāṣid asy-syari’ah embrionalnya sudah muncul dalam pemikiran para ahli uṣūl al-fiqh yang hidup pada era sebelum asy-Syāṭibi. (b) Teori maqāṣid asy-syari’ah yang dikonstruksi asy-Syāṭibi memilki kebaruan (tajdid) dibandingkan dengan gagasan serupa yang pernah muncul sebelumnya, dan teori maqāṣid asy-syari’ah produk asy-Syāṭibi masih relevan dalam upaya pembaruan hukum Islam (hukum keluarga) era modern.
3. Penelitian yang dilakukan oleh ‘Abd ar-Rahmān Ibrāhim Zaid al-Kailāni dengan judul Qawā’id al-Maqāṣid ‘Ind al-Imām asy-Syāṭibi ‘Araḍan wa Dirāsatan wa Tahlilan,
 telah berhasil mensistematisasi qawā’id al-maqāṣid yang dikonstruksi oleh asy-Syāṭibi, di mana kaidah-kaidah tersebut berserakan berada dalam Kitāb al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām. Dari temuan penelitiannya berhasil mengklasifikasikan qawā’id al-maqāṣid yang diformulasikan asy-Syāṭibi menjadi tiga kategori : (1) Qawā’id al-maqāṣid yang berkenaan dengan al-maṣlahah dan al-mafsadah. (2) Qawā’id al-maqāṣid yang berkenaan dengan raf’u al-haraj, dan (3) Qawā’id al-maqāṣid yang berkenaan dengan ma’ālāt al-af’āl dan maqāṣid al-mukallafin.
4. Penelitian sebuah tesis di Universitas Kairo dengan judul al-Maṣlahah fî at-Tâsyrî’ al-Islâmî wâ Najam ad-Dîn at-Ṭūfî,
 ditulis oleh Muṣṭafā Zaid untuk meraih gelar Master. Temuan dari penelitiannya: Pertama, dalam pandangan at-Ţūfi bahwa maṣlahah harus lebih didahulukan daripada ketentuan naṣṣ syara’ melalui takhṣiṣ dan bayān, apabila keduanya saling kontradiksi. Kedua, menurut at-Ţūfi, mendahulukan maṣlahah tersebut itu sebagai konsekuensi logis dari sangat kuatnya perhatian asy-Syāri’ terhadap maṣlahah. Ketiga, pandangan-pandangan at-Ţūfi tersebut tidak akurat, meskipun berkenaan dengan pemikiran hukum yang bersifat substantif. Keempat, argumentasi-argumentasi yang dikemukakan at-Ţūfi untuk mendukung gagasan-gagasan pemikirannya tidak cukup kuat. Kelima, pada hakikatnya tidak terjadi kontradiksi antara naṣṣ syara’ dengan maṣlahah, hanya terjadi dalam pandangan dan pemikiran manusia dalam berijtihad.

5. Penelitian sebuah disertasi di IAIN Syarîf Hidayatullah Jakarta tahun 1994 yang ditulis oleh Asafri Jaya Bakri dengan judul Konsep Maqâṣîd Sharî’ah Menurut al-Syâṭibî.
 Dalam disertasi ini dideskripsikan secara luas dan sistematis konsep maqāṣid asy-syari’ah yang telah dikonstruksi oleh asy-Syāṭibi. Temuan dari penelitiannya: Pertama, menurut asy-Syāṭibi, maqāṣid asy-syari’ah adalah tujuan-tujuan ditetapkannya hukum oleh Allah yang berintikan kemaslahatan bagi hamba-Nya, baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, asy-Syāṭibi membagi maqāṣid asy-syari’ah ke dalam tiga tingkatan, yaitu: (1)  Maqāṣid ad-ḍarūriyyah, yang berisikan pada pemeliharaan lima kebutuhan pokok manusia (agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta). (2) Maqāṣid al-hājiyyah, yaitu penetapan hukum dalam upaya memberi kemudahan dalam merealisir lima kebutuhan pokok. (3) Maqāṣid at-tahsiniyyah, yaitu segi-segi hukum yang memungkinkan manusia dapat melakukan yang terbaik dalam menjaga dan memelihara lima kebutuhan pokok. Ketiga, asy-Syāṭibi dalam menganalisis sumber dan dalil-dalil hukum dalam kaitan dengan pertimbangan maqāṣid asy-syari’ah adalah dengan memperhatikan aspek bahasa (lafaẓ) dan aspek makna (ma’nawi). Hal ini dalam pelaksanaannya dilakukan dengan tiga cara: (a) Penganalisaan terhadap lafaẓ amr dan nahi. (b) Penganalisaan terhadap ‘illah yang terdapat dalam lafaẓ-lafaẓ amr dan nahi. (c) Penganalisaan terhadap diamnya pembuat syari’at (asy-Syāri’) dan penetapan sesuatu yang secara tersirat dikehendaki oleh-Nya. Keempat, teori maqāṣid asy-syari’ah yang digagas oleh asy-Syāṭibi memiliki siginifikansi dalam upaya mengembangkan metode-metode ijtihad yang telah dikonstruksi oleh para ahli uṣūl al-fiqh sebelumnya, baik metode ta’lili maupun istiṣlāhi. Kelima, penekanan pada pertimbangan menggunakan maqāṣid asy-syari’ah dapat menjadikan hukum Islam lebih mampu menjawab terhadap problematika hukum Islam kontemporer yang terjadi. Lebih dari itu, pertimbangan maqāṣid asy-syari’ah merupakan penerapan pendekatan filosofis dalam hukum Islam. Keenam, menurut asy-Syāṭibi, mengaplikasikan maqāṣid asy-syari’ah menuntut pemecahan masalah hukum dengan lintas disiplin ilmu, dan karenanya ijtihad yang dilakukan pun mesti secara interdisipliner keilmuan.
6. Penelitian sebuah disertasi di Universitas al-Azhar untuk meraih gelar doktor berjudul Ḍawâbit al-Maṣlahah fî asy-Syarî’ah al-Islâmîyyah yang ditulis oleh Muhammad Sa’id Ramaḍān al-Bῡṭi. Dalam disertasi ini tampak menekankan pada mekanisme dan prosedur menentukan maṣlahah.. Dalam analisisnya, ia mengemukakan sebagai temuan penelitiannya bahwa maṣlahah asy-syar’iyyah itu harus mengacu pada ketentuan-ketentuan: (a) Maṣlahah harus berada dalam koridor maqāṣid asy-Syāri’. (2) Maṣlahah tidak boleh bertentangan dengan naṣṣ al-Qur’ān. (3) Maṣlahah tidak boleh bertentangan dengan naṣṣ sunnah (hadis). (4) Maṣlahah tidak bertentangan dengan qiyās, dan (5) Maṣlahah tersebut tidak meniadakan maṣlahah lain yang lebih penting.
 
7. Penelitian sebuah disertasi di Universitas Kairo berjudul: Naẓrîyyah al-Maṣlahah fî al-Fiqh al-Islâmî yang ditulis oleh Husain Hamid Hasan dengan pembahasan panjang lebar mengupas teori maṣlahah dari para pemikir hukum Islam. Salah satunya adalah at-Ṭûfî. At-Ṭûfî dijadikan sebagai obyek kajian disertasinya, tetapi karena hanya sebagai bagian obyek kajian, maka pembahasannya kelihatan tidak utuh. Oleh karena demikian, dalam analisisnya tidak jauh berbeda dengan yang dihasilkan oleh al-Bûṭi, bahwa syarî’ah mempunyai kapasitas untuk menghadapi semua kebutuhan masyarakat, dan tidak ada maṣlahah kecuali didukung oleh syarî’ah. Maṣlahah bisa dijadikan sebagai dasar hukum apabila sampai pada tingkat ḍarûrî, inipun sepanjang tidak kontradiksi dengan naṣ.

8. Hasil kajian terbaru yang dilakukan oleh Muhammad Faisal dengan judul Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Modernisme. Pada dasarnya tulisan ini merupakan review dari karya Auda yang berjudul Maqasid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach. Auda telah menawarkan gagasan pembaruan hukum Islam dengan pendekatan sistem. Menurutnya, sebagai sebuah sistem, hukum Islam harus dijabarkan melalui enam kategori teoritis, yaitu: Sifat kognitif (cognitive nature), saling keterkaitan (interrelated), keutuhan (wholeness), keterbukaan (openess), multi-demensionalitas (multy dementionality) dan kebermaknaan (purposefulness).
 
Selain daripada itu, Auda memberikan catatan kritis atas teori maqāṣid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, terdapat empat kelemahan: Pertama, teori maqāṣid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. Kedua, teori maqāṣid klasik lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, perlindungan diri individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. Ketiga, klasifikasi maqāṣid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, seperti keadilan dan  kebebasan berekspresi. Keempat, penetapan maqāṣid klasik bersumber pada warisan intelektual fikih yang diciptakan oleh para fuqaha, dan tidak diambil dari sumber utama al-Qur’ān dan sunnah.
 Lebih lanjut, Auda menyatakan bahwa maqāṣid klasik lebih bersifat hirarkis dan terjebak pada kemaslahatan individual itu  tidak akan mampu menjawab tantangan dan berbagai persoalan kekinian. Karena itu, maqāṣid perlu direkonstruksi agar dapat keluar dari keterbatasannya, ditingkatkan kategorisasinya menjadi tiga level yaitu maṣlahah al-‘āmmah, maṣlahah al-khaṣṣah dan maṣlahah al-juz’iyyah, cakupan dan dimensi isinya, dijadikan sebagai prinsip universal (al-uṣῡl al-kulli) untuk menghindari ta’āruḍ al-adillah antara makna lafaẓ dengan makna konteks, harus dilihat secara holistik dan tidak atomistik, dan maqāṣid itu sendiri sepenuhnya harus dilihat dalam spekrtum yang lebih luas.
Gagasan dan tawaran Auda yang dideskripsikan oleh Muhammad Faisal di atas merupakan pendekatan baru dalam konteks kajian pemikiran dan pembaruan hukum Islam untuk menjadikan syari’at Islam senantiasa up to date yang dalam tradisi filsafat posmodernisme disebut sebagai pendekatan “strukturalisme dinamik” dalam hukum Islam.
 Dari sinilah terlihat sebagai pintu masuk untuk melakukan pembaruan dalam merespon berbagai persoalan era modern dan kekinian. 
9. Hasil kajian yang dilakukan oleh Fathurrahman Djamil
 dengan judul Mencari Format Hukum Islam yang Progresif Berkearifan Lokal: Pendekatan Socio-Cultural dan Maqashid al-Syari’ah. Tulisan ini secara substantif adalah menawarkan gagasan pendekatan socio-cultural dan pendekatan maqāṣid asy-syari’ah dalam mengkaji syari’ah yang apresiatif terhadap tradisi dan budaya masyarakat muslim di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
 Menurut Djamil, syari’ah sebagai suatu tatanan dan pranata sosial sering diidentikkan dengan aturan hukum praktis, yang berkarakter universal, dinamis dan fleksibel. Karena wataknya demikian, syari’ah telah menampilkan dirinya sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakat yang plural, berlatar belakang  tradisi dan budaya yang beragam dan berbeda dengan masyarakat Arab. Belum lagi terjadi asimilasi dan akulturasi non Arab dengan syari’ah.
 Misalnya, terlihat ketika Pemerintahan Bani Umayyah ditetapkan di Damaskus (Siria) yang merupakan tempat pertemuan peradaban Timur-Arab dan non Arab, ditemukan dalam bidang pemikiran hukum bahwa masyarakat yang multi etnis dan budaya serta peradabannya banyak berpengaruh terhadap syari’ah lokal pada periode ini. Selain daripada itu, muncul institusi hukum baru, yang diduga berasal dari tradisi masyarakat non Arab, dapat dijadikan bukti betapa pengarh kebudayaan non Arab kepada institusi syari’ah. Seperti lembaga wilāyah al-maẓālim yang muncul di akhir Pemerintahan Bani Umayyah diduga kuat berasal dari tradisi budaya non Arab.

Dari fakta sejarah di atas, Djamil lebih lanjut menyatakan perlu ada upaya melokalkan norma-norma syari’ah agar senantiasa sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang beragam, baik budaya, tradisi dan bahkan peradabannya. Dalam konteks ini menurutnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh para ahli hukum Islam dan pemikir muslim untuk menjembatani antara kelompok sekularis dan islamis.
 Djamil menyatakan, secara garis besar upaya tersebut dikelompokkan menjadi dua: Pertama, kelompok yang masih berorientasi pada keuniversalan syari’ah normatif yang dapat memberikan keragaman dalam syari’ah historis (fikih). Kedua, kelompok yang melihat bahwa syari’ah normatif sudah dengan sendirinya bersifat universal dan dapat dijadikan sebagai landasan penyelesaian persoalan hukum Islam dalam lintasan sejarah dan keragaman budaya. Dua kelompok ini, Djamil menyebutnya dengan kelompok “legal normatif” dan kelompok “legal substantif”.
  
Kelompok pertama berpendirian bahwa syari’ah normatif sangat terbatas jumlahnya, sementara persoalan-persoalan hukum dan kemusiaan tidak pernah akan berakhir dan tidak ada batasnya (an-nuṣῡṣ mutanāhiyah wa al-wāqi’ gair mutanāhiyah). Karena itu, syari’ah yang merupakan hukum Allah harus dijaga supaya tetap berada pada posisi ilahiyahnya, dengan cara melaksanakan secara “harfiah” apa yang tertulis dalam teks suci itu, sementara perkembangan masyarakat dapat diselesaikan melalui jalur pemahaman terhadap teks suci sesuai dengan perkembangan tradisi masyarakat muslim. Sedangkan kelompok kedua yang berpendapat bahwa syari’ah normatif dengan sendirinya dapat dijadikan acuan oleh setiap masyarakat dalam keragaman tradisi dan budaya, berusaha memahami norma syari’ah yang ada pada periode Madinah sebagai norma dasar yang jiwanya harus digali dan diimplementasikan dalam kehidupan umat Islam, sesuai dengan kondisi yang beragam. Dalam pencariannya, mereka memfokuskan pada dua hal, pertama menjadikan norma syari’ah sebagai nilai moral dan etika sosial, dan kedua, mencari akar kemaslahatan yang melandasi norma syari’ah Madinah.
 
Dua kelompok tersebut telihat terjadi kesamaan pandang dan strategi dalam mencari akar tradisi dan budaya dalam syari’ah, yakni nilai-nilai moral dan etika sosial. Tetapi kelompok yang disebutkan terakhir (legal substantif) lebih menstresingkan pada pencarian tujuan utama disyari’atkan norma syari’ah, yaitu untuk kemaslahatan manusia (li maṣālih al-‘ibād). Khālid Mas’ud mengutip pernyataan asy-Syāṭibi, meyakini bahwa kemaslahatan yang dicerminkan dalam  “lima nilai universal” (al-kulliyyah al-khams) syari’ah (menjaga dan melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta) merupakan landasan norma syari’ah, yang dengan sendirinya dapat diacu oleh setiap masyarakat muslim dengan keragaman tradisi, budaya dan peradabannya.
 Dalam konteks ini, asy-Syāṭibi telah membahas dan memberikan perhatian besar terhadap adat dan budaya masyarakat. Bahkan ia mengidentikkan mu’amalah (al-mu’āmalāt) dengan adat (al-‘awā’id). Menurutnya, adat dapat menentukan hal yang baik atau yang buruk. Syari’ah dalam batas tertentu mengakomodir dan melegalkan adat tersebut. Sebagai contoh, seorang wanita ke luar rumah membuka aurat kepala, di Timur dianggap melakukan sebuah pelanggaran terhadap kesopanan (al-murῡ’ah). Di Barat tidak demikian, bahkan bisa sebaliknya.
 
Dari gagasan dan tawaran Fathurrahman Djamil dalam upaya mencari format hukum Islam yang progresif dengan melalui pendekatan socio-cultural dan maqāṣid asy-syari’ah tersebut di atas dapat dikatakan bahwa upaya ini bisa dilakukan dengan norma-norma syari’ah yang terdapat dalam al-Qur’ān dan sunnah (hadis) yang mesti dipahami sebagai norma etika dan moral yang bersifat universal dan berlaku untuk semua umat manusia yang beragam tradisi, budaya, agama dan peradabannya. Hal ini setidaknya ditemukan dalam teori al-kulliyyah al-khams dan gagasan dari penganut legal substantif. Melalui teori ini dapat direkonstruksi pemikiran hukum Islam (hukum keluarga) yang berbasis socio-cultural dan maqāṣid asy-syari’ah.
Melalui beberapa  review tulisan di atas, dapat ditegaskan bahwa hingga saat ini (termasuk karena keterbatasan pencarian data yang lebih luas) belum menemukan penelitian yang bersifat khusus, disertasi tentang kajian maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dalam pembentukan hukum, apalagi jika harus difokuskan obyek penelitiannya pada ranah pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Adapun yang banyak muncul dipermukaan adalah, penelitian-penelitian yang bersifat analisis teoritis-normatif dan prediktif altermatif metode atau pendekatan dengan mengarahkan fokus kajiannya pada beberapa alternatif  pendekatan ilmu-ilmu sosial secara integratif dan interkonektif. Untuk itu, menjadi peluang dan kesempatan yang besar untuk memasuki ruang persoalan yang belum dikaji dengan melakukan penelitian yang mendalam mengenai maqâṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islâm di Indonesia. 
F. 
Kerangka Pikir
Al-Qur’ān dan sunnah merupakan wahyu Allah yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Sedangkan selebihnya adalah hasil pemikiran manusia untuk memahami wahyu tersebut. Al-Qur’ān sebagai sumber hukum utama dan sunnah sebagai sumber kedua yang bersifat tetap dan terbatas kuantitasnya, sementara problematika hukum terus terjadi dan tidak terbatas kuantitasnya mengandung ajaran akidah dan syari’ah. Syari’ah secara normatif, tidak hanya sebagai sumber hukum semata, tetapi lebih dari itu merupakan sumber nilai moral dan etika sosial. Karena itu, perlu  dilakukan ijtihad untuk meng-istinbāṭ-kan hukum menggali teks-teks al-Qur’ān dan sunnah dengan menggunakan metode (pendekatan) maqāṣid asy-syari’ah dan metode-metode lain yang erat hubungannya dengan metode maqāṣid, sehingga menghasilkan hukum (fiqh) Islam. Untuk menegaskan konsep tersebut, berikut ini dideskripsikan kerangka pikir sebagai acuan dalam studi ini.
KERANGKA PIKIR
APLIKASI MAQᾹṢID ASY-SYARIAH DALAM ISTINBᾹṬ HUKUM


Kemaslahatan
Melalui visualisasi di atas, maka perlu dinarasikan bahwa para ahli uṣῡl al- fiqh klasik (ahl ar-ra’y dan ahl al-hadiṡ) dalam meng-istinbāṭ-kan hukum dari teks-teks al-Qur’ān dan sunnah (hadis) lebih banyak menggunakan metode yang telah baku, seperti qiyās, istihsān dan istiṣlāh. Padahal metode-metode ini masih menyisakan problem metodologis. Qiyās misalnya, telah lama menjadi prosedur pokok istinbāṭ hukum, tetapi sangat rumit dalam penerapannya karena mencari dan menentukan ‘illah hukum tidak mudah, sehingga para mujtahid beralih kepada metode ijtihad yang lain, yaitu istihsān. Kemudian istihsān dalam praktik tidak memadai, maka mujtahid berpindah kepada metode istiṣlāh. Ketiga metode tersebut juga lebih berorientasi pada teks (naṣṣ) daripada kepada tujuan (maqâṣîd) atau makna-makna di balik teks. Oleh karena demikian, para ahli uṣῡl al-fiqh kontemporer mengkritisi kembali metode-metode ijtihad yang telah ada dan kemudian beralih pada metode lain yang disebut dengan maqāṣid asy-syari’ah.
Maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad di era kontemporer ini merupakan salah satu metodologi masa kini yang terpenting untuk melakukan pembaruan hukum Islam. Ia adalah metodologi dari ‘dalam’ keilmuan Islam yang menunjukkan nalar dan agenda ‘reformasi’ dan ‘pembaruan’ Islam.
 Studi hukum Islam (fiqh) selama ini hanya dikaitkan dengan uṣῡl al-fiqh dan qawā’id al-fiqh yang berorientasi pada teks, bukan pada maksud atau makna di balik teks. Tiga hal ini sesungguhnya menjadi unsur-unsur penting dalam suatu sistem yang tidak terpisahkan dan berkembang dalam garis linier yang sama. Uṣῡl al-fiqh menjadi metodologi yang harus diaplikasikan untuk menuju fiqh, sedangkan qawā’id al-fiqh menjadi fondasi dasar bangunan fiqh yang ada. Sementara maqāṣid asy-syari’ah yang mengkontribusikan nilai-nilai dan spirit pada fiqh itu sendiri.
 Dari problem demikian ini, dalam proses istinbᾱṭ hukum dilakukan rekonstruksi dan pembaruan metodologi yang kontekstual sesuai kebutuhan zaman dan perkembangan pemikiran hukum Islam.

 Pada masa awal-awal Islam hingga pembentukan hukum pada masa tᾱbi’in dan para imam mujtahid telah menghasilkan produk pemikiran hukum dalam bentuk fikih (fiqh) dan fatwa. Di era kontemporer corak pemikiran hukum yang digali dengan menggunakan metodologi interdisipliner telah menghasilkan produk hukum yang mewarnai aturan perundang-undangan dalam bentuk qanῡn dan qaḍᾱ’. Semua itu dalam proses istinbᾱṭ hukum sesungguhnya bermuara pada maqᾱṣid asy-syari’ah. 
Di Indonesia, telah terjadi proses qanῡnisasi yang cukup panjang dan debat table di kalangan para ulama dan pemerintah dalam merumuskan dan mewujudkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di satu sisi, corak pemikiran hukum klasik masuk di dalamnya, dan di sisi lain, pembaruan pemikiran hukum yang diorientasikan pada semangat responsif dan substantif (maqᾱṣid asy-syari’ah) yang digali dari nilai-nilai syari’ah dari al-Qur’ᾱn dan sunnah juga harus dimasukkan. Karena hal ini telah menjadi agenda Menteri Agama ketika itu dengan tawaran dan gagasannya tentang “Reaktualisasi Ajaran Islam”. Sebagai contoh beberapa pembaruan hukum dalam KHI. Dalam bidang perkawinan, misalnya tentang pembatasan umur minimal kawin dan perbedaannya (pasal 15), urgensi pencatatan perkawinan oleh pihak yang berkompeten (pasal 5), perceraian dapat terjadi apabila dilaksanakan di hadapan Pengadilan (pasal 8), pengetatan persyaratan poligami (poligini) bagi seorang laki-laki (pasal 52, 55, 56, 57, 58 dan 59) dan isteri boleh menggugat cerai suaminya bila terdapat alasan yang kuat seperti tidak memberikan nafkah lahir dan batin (pasal 114). Dalam bidang kewarisan, misalnya tentang hak bagian dari harta peninggalan bagi orang tua angkat dan anak angkat melalui wasiat wajibah (pasal 209). Dalam bidang wakaf, misalnya tentang perubahan benda wakaf karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf dan karena kepentingan umum (pasal 225).  
Eksistensi KHI pada awalnya merupakan cita-cita penyatuan hukum (unifikasi) di lingkungan Peradilan Agama. Hal ini dalam praktiknya dapat direalisir dengan baik dengan melakukan upaya-upaya pembaruan hukum Islam di Indonesia. Akan tetapi pasca reformasi bangsa Indonesia (1998), KHI dipertanyakan kembali keabsahannya dengan keluarnya CLD-KHI yang digagas oleh Tim Pengarusutamaan Gender Departemen Agama Republik Indonesia, meskipun gagal dalam proses keberlanjutannya. Namun demikian paling tidak upaya pembaruan ini telah membuka wacana dan wawasan luas di kalangan mahasiswa dan akademisi dengan melakukan kritik atas ortodoksi agama dan pemahaman terhadap ajaran dan nilai-nilai yang dikandungnya. Demikian juga dalam disertasi ini akan meneliti, mengkonstruk dan merekonstruksi maqᾱṣid asy-syari’ah sebagai metodologi pemahaman hukum Islam yang progresif dan responsif dalam konteks istinbᾱt hukum untuk menjawab berbagai kasus hukum kontemporer yang berimplikasi pada upaya melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Oleh karena itu, untuk menciptakan konstruksi metodologi baru dalam  upaya pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, maka teori-teori yang akan digunakan sebagai parameter di dalam penelitian ini adalah: 

1. Grand Theory:
a. Teori Substantif
Substantif (substantive) merupakan suatu term yang dapat ditafsirkan sebagai ‘yang membentuk sesuatu,’ yang dalam pembahasannya selalu terkait dengan esensi (essence). Esensi adalah hakikat barang sesuatu. Setiap substansi mengandung pengertian esensi, tetapi tidak setiap esensi mengandung pengertian substansi.

Dalam penelitian kualitatif terdapat suatu teori yang disebut dengan teori substantif yang disusun berdasarkan data lokal dan spesifik. Teori ini dikonstruksi dan dikembangkan oleh Barney G. Glasser dan Anselm L. Strauss (selanjutnya ditulis dengan Glasser dan Strauss) yang dikenal dalam karyanya The Discovery of Grounded Theory. Glasser dan Strauss dalam karyanya mengemukakan dua jenis teori, yaitu teori substantif dan teori formal. Teori substantif adalah teori yang dikembangkan untuk keperluan substantif atau impiris dalam inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi, antropologi, dan psikologi. Contoh, perawatan pasien, hubungan ras, pendidikan profesional, kenakalan, atau organisasi penelitian. Sedangkan teori formal adalah teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan, misalnya sosiologi. Contoh, perilaku agresif, organisasi formal, sosialisasi, autoritas dan kekuasaan, sistem penghargaan, atau mobilitas sosial.
 
Menurut Noeng Muhadjir, teori substantif ditemukan dan dibentuk untuk daerah substantif tertentu. Sedangkan teori formal ditemukan dan dibentuk untuk kawasan kategori konseptual teoritik.
 Kedua teori tersebut dalam klasifikasi Marton termasuk kategori middle range theories, yang menampilkan keberlakuannya pada daerah substantif tertentu atau menampilkan generalisasinya pada dimensi formal tertentu pada sejumlah daerah substantif tertentu, dan tidak menjangkau apa yang disebut grand theories.
 
Kedua teori tersebut, baik menurut Noeng Muhadjir maupun Marton dapat ditegaskan bahwa pada dasarnya kedua teori itu berbeda. Perbedaan terletak pada tingkat keumumannya dalam penggunaan. Teori substantif memiliki jangkauan generalisasi pada suatu daerah substantif penelitian. Sedangkan teori formal memiliki jangkauan  pada dimensi tertentu pada sejumlah daerah substantif.
Bertolak dari penjelasan di atas, maka teori substantif dalam penelitian disertasi ini dapat memberikan gambaran dan membantu dalam upaya merekonstruksi dan mereformulasi teori yang sudah ada. Maqāṣid asy-syarî’ah sebagai metode ijtihad yang digunakan untuk meng-istinbảṭ-kan hukum dari teks-teks al-Qur’ᾱn dan sunnah, baik secara eksplisit (ẓảhir an-naṣ), implisit (isyảrah an-naṣ) maupun dibalik teks, maka akan ditemukan ketentuan-ketentuan hukum yang dicarinya. 
b. Teori Maṣlahah
Teori yang kedua adalah teori maslahat (maṣlahah) yang merupakan substansi maqasid asy-syari’ah, yaitu maṣlahah yang secara eksplisit tidak ditegaskan dalam naṣ dan tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya ataupun yang menolaknya.
 Penggunaan teori maṣlahah ini diarahkan dalam rangka merealisir konsep maqāṣîd asy-syarî’ah, karena secara fungsional antara maṣlahah dan maqāṣîd asy-syarî’ah mempunyai hubungan dan keterkaitan yang kuat. 

Maṣlahah, secara etimologis adalah kata tunggal (mufrad) dari al-maṣâlîh, sama artinya dengan as-ṣalâh, yaitu yang mendatangkan kebaikan, atau kemanfaatan.
 Terkadang dipakai istilah lain yaitu al-istiṣlāh, yang berarti mencari kebaikan.
 Sering pula kata maṣlahah atau al-istîṣlāh ini diidentikkan dengan al-munâsib, yang berarti hal-hal yang relevan dan tepat penggunaannya.
 Jadi, maṣlahah secara etimologis berarti setiap sesuatu apa saja yang mengandung manfaat di dalamnya, baik itu untuk meraih kemanfaatan ataupun untuk menolak kemudaratan, maka hal itu disebut dengan maṣlahah. Sedangkan maṣlahah seacara terminologis, al-Gazâlî (w. 505 H) mengemukakan bahwa makna asalnya adalah suatu ungkapan untuk meraih kemanfaatan atau menolak kemudaratan.Tetapi ungkapan batasan maṣlahah ini sesungguhnya yang dimaksudkan oleh al-Gazâlî adalah memelihara tujuan syara’ (maqāṣîd asy-syarî’ah). Tujuan syara’ yang ingin dicapai dari makhluk ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal itu disebut dengan maṣlahah, dan setiap sesuatu yang meniadakannya disebut mâfsadat, dan menolaknya juga disebut maṣlahah.

Teori maṣlahah sebagaimana dikemukakan di atas,
 pertama kali diperkenalkan oleh Imām Mâlik  (93-179 H), pendiri mażhab Mâlikî.
 Muhammad Abû Zahrah menyebutkan bahwa Imām Mâlik beserta pengikutnya merupakan mażhab pencetus teori maṣlahah sebagai dalil hukum.
 Tetapi karena para pengikutnya yang lebih akhir mengingkari hal tersebut, maka setelah abad ketiga hijriyah/kesembilan masehi tidak ada lagi ahli uṣûl al-fiqh yang menisbâtkan maṣlahah al-mursalah kepada Imām Mâlik, sehingga tidak berlebihan jika ada pendapat yang mengatakan bahwa teori maṣlahah al-mursalah ditemukan dan dipopulerkan oleh para ulama uṣûl al-fiqh dari kalangan mażhab Syāfi’î, yaitu oleh Imām al-Haramain al-Juwainî (w. 478 H), guru Imām al-Gazâlî .

Imām al-Gazâlî seorang bermażhab Syāfi’î, berdasarkan para peneliti hukum Islam adalah termasuk ahli uṣûl yang paling banyak membahas teori maṣlahah al-mursalah atau al-istîṣlāh, yang diadopsi dari pemikiran-pemikiran gurunya, Imām al-Haramain al-Juwainî. Menurutnya, bahwa maṣlahah dapat diterima sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyyah dengan ketentuan maslahatnya harus bersifat ḍarûrah, qaṭ’iyyah, dan kûlliyyah.
 Dimaksudkan dengan harus bersifat ḍarûrah, bahwa maṣlahah tersebut merupakan salah satu dari lima prinsip dasar, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta kekayaan. Bersifat qaṭ’iyyah (pasti terjadi) dimaksudkan bahwa kemaslahatan yang dikehendaki itu diduga kuat, atau hampir pasti terjadi dan dapat dicapai. Sedangkan bersifat kûlliyyah, dimaksudkan bahwa kemâslâhatan itu bersifat universal untuk kepentingan umum ataupun individu.
Penerimaan teori maslahah sebagai dalil hukum dan hujjah syar’iyyah, mayoritas ulama uṣûl al-fiqh menerimanya sebagai salah satu dasar dari dasar-dasar pensyarî’atan hukum, tetapi di kalangan ahli uṣûl mazhab Ẓâhirî dan sebagian ulama Syāfî’iyyah mereka menolaknya, bahwa maṣlahah bukanlah sebagai hujjah syar’iyyah.

Eksistensi maṣlahah dilihat dari segi kekuatannya sebagai hujjah syar’iyyah dalam penetapan hukum, dibedakan pada tiga macam, yaitu: a) Maṣlahah ḍarûrîyyah, yakni kemaslahatan yang eksistensinya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak akan berarti di dunia dan bahkan di akhirat apabila dari lima prinsip dasar tidak terpelihara dan terealisir dengan baik. b) Maṣlahah hâjiyyah, yakni kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia padanya tidak menempati tingkat darûrîyyah, hanya sangat menunjang bagi terealisirnya kesulitan-kesulitan yang dihadapinya. c) Maṣlahah tahsiniyyah, yakni kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia padanya tidak sampai pada tingkat ḍarûrîyyah, dan juga pada tingkat hâjiyyah, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan estetika hidup manusia. Sekalipun demikian, maṣlahah bentuk ketiga initetap dalam koridor implementatifnya terkait erat dengan lima prinsip dasar kebutuhan manusia.

Maṣlahah dilihat dari segi dibenarkan atau tidaknya oleh asy-Syārî’ (Pencipta hukum)  dalam penetapan hukum, para ahli uṣûl membagi pada tiga macam, yaitu: (1) Maṣlahah mu’tabarah, yaitu maṣlahah yang dibenarkan oleh naṣ syara’, yakni dalam konteks ini ada petunjuk dari naṣ syara’, baik secara langsung ataupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya maṣlahah yang menjadi ‘illâh dalam penetapan hukum. (2) Maṣlahah mulgah, yaitu maṣlahah yang ditolak atau dibatalkan oleh naṣ syara’, karena eksistensi maṣlahah bentuk ini sekalipun dipandang baik oleh akal, tetapi naṣ syara’ tidak memberikan petunjuk dan bahkan menolaknya. (3) Maṣlahah al-mursalah, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan hukum syara’ dalam menetapkan hukum, tetapi tidak ada petunjuk syara’ yang membenarkannya dan juga yang menolaknya.
 Maṣlahah dalam bentuk yang terakhir ini sejalan dengan syarat yang dapat dijadikan acuan dalam mewujudkan kebaikan yang dibutuhkan manusia agar terhindar dari kemafsadatan dan kemudaratan yang terjadi.
Teori maṣlahah ini alur kerangka kerjanya adalah membicarakan kepentingan yang tidak dibatasi pada kasus-kasus hukum tertentu, tetapi dapat diaplikasikan pada semua kasus hukum yang mengemuka, terutama di era kontemporer ini. Oleh karenanya di kalangan para pemikir hukum Islam, maṣlahah menjadi salah satu instrumen penetapan hukum yang kontroversial. Untuk menghindari subyektivitas dalam penggunaan teori maṣlahah ini, para ahli uṣûl al-fiqh di antaranya Imām Mâlik  (w. 179 H) sendiri sebagai pendiri mażhab Mâlikî menetapkan tiga persyaratan penggunaan teori maṣlahah al-mursalah sebagai berikut: (a) Maṣlahah itu harus sejalan dengan maksud-maksud syara’ (maqāṣîd asy-syarî’ah), maṣlahah tidak boleh kontradiksi dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam (ḍarûrîyyah), dan tidak pula kontradiksi dengan dalil-dalil yang qaṭ’i.(b) Maṣlahah itu secara esensial harus bersifat rasional (ma’qûlah fî żâtîhâ), dalam arti apabila dikemukakan kepada ahlinya mereka menerimanya. (c) Mengambil dan berpegang pada maṣlahah tersebut bisa menghilangkan kesulitan kehidupan manusia.

Dari tiga persyaratan penggunaan teori maṣlahah di atas, persyaratan pertama jelaslah menunjukkan bahwa maṣlahah itu mesti sejalan dengan maqâṣîd asy-syarî’ah, artinya bahwa keduanya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dalam kerangka penetapan hukum yang tak terpisahkan.
Dalam sejarah perkembangan pemikiran hukum Islam, penggunaan teori maṣlahah dalam menyelesaikan kasus-kasus hukum yang mengemuka yang dihadapi umat Islam ternyata telah teruji. Hal ini terlihat pada kebijakan-kebijakan Umar bin Khaṭṭâb (w. 23 H) sebagai khalifah sekaligus sebagai mujtahid di mana dari hasil ijtihâdnya dipandang oleh para sahabat menyalahi syarî’at Islam yang berlaku.
 Di antara kebijakan yang didasarkan pada kemaslahatan umat dan hasil ijtihâd Umar yang dipandang kontradiksi dengan syarî’at Islam, seperti Umar mengubah hukum ṭâlak  tiga yang dijatuhkan pihak suami terhadap isterinya pada suatu tempat menjadi ṭalāq bā’in. Padahal di masa hidup Rasulullah Saw., Abû Bakar, dan di awal pemerintahan khalifah Umar sendiri, talak tiga tersebut dianggap hanya jatuh satu kali, sesuai dengan sabda Rasulullah Saw. yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari Ibn Ṭâwus dari ayahnya dari Ibn ‘Abbâs, ia berkata:  
كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِى بَكْروَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةِ. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِءِانَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوْافِى أَمْرٍ قَدْكَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةَ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا. 

Artinya: “Di masa Rasulullah Saw., dan Abu Bakar serta dua tahun pertama di masa pemerintahan Umar adalah tâlâk  tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dianggap jatuh satu kali. Umar berkata: Masyarakat telah terburu-buru dalam melakukan tindakannya (menjatuhkan tâlâk  tiga sekaligus) yang seharusnya mereka lakukan secara bertahap. Hal itu, apabila kami membiarkan mesti merajalela di masyarakat, berarti kami membiarkan mereka dalam kehancuran”.
Setelah ‘Umar melihat realitas masyarakat demikian, ditetapkanlah bahwa talak itu berlaku penuh sebagai ṭalāq bā’in, sehingga suami tidak bisa merujuk kembali kepada isterinya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Keputusan ‘Umar ini kontradiksi dengan tradisi Nabi, ijmâ’ sahabat, dan naṣ (Q.S. al-Baqarah, ayat 229):
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Artinya: “Tâlâk (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri)  tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Ayat di atas menunjukkan bahwa ṭalak tiga bisa menjadi ṭalāq bā’in apabila dijatuhkan pada masa dan tempat yang berbeda sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah Saw. dan para sahabat. 
Contoh lain dari kebijakan dan hasil ijtihâd Umar bahwa pada awalnya sanksi bagi laki-laki pezina yang belum pernah nikah itu didera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, berdasarkan hadîs  yang diriwayatkan oleh Imām Muslim dari ‘Ubâdah bin as-Ṣâmit, ia berkata:

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْاعَنِّى خُذُوْاعَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلًا. اَلْبِكْرُ بِاْلبِكْرِ جَلْدَ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ. وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتْ رَضِى اللهُ عَنْهُ. 

Artinya: “Rasulullah Saw. bersabda: Ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku, sungguh Allah telah memberikan jalan lain kepada mereka (yaitu): Laki-laki bujang(yang berzina dengan) perempuan gadis(sanksinya) adalah dera seratus kali, dan diasingkan selama satu tahun, dan yang tekah kawin (yang berzina dengan) yang telah kawin pula (sanksinya) dera seratus kali dan diranjam”.
Berdasarkan pada hadîs di atas, pernah khalifah Umar mengasingkan Rabî’ah ibn Umayyah ke Surîa, tetapi setelah di sana ternyata dia melarikan diri bergabung ke pihak musuh yaitu Bizantium. Dari pengalaman ini Umar pada akhirnya menetapkan suatu kebijakan bahwa mulai saat ini saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang, dan hukuman tersebut dibekukannya. Dan pembekuan hukuman (sanksi) itu tidak lain didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan umat. 
Di samping kedua teori sebagai teori utama tersebut di atas yang dipergunakan sebagai alat analisis dalam penelitian disertasi ini, juga dikemukakan beberapa teori pendukung yang relevan dengan obyek pembahasan yang sedang dilakukan.
2. Middle Theory:
a. 
Teori Utilitarianisme
Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John Stuar Mill yang mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Ukuran baik buruknya suatu perbuatan manusia tergantung pada apakah perbuatan itu mendatangkan kebahagiaan ataukah tidak.
 Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip ini perundang-undangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi masyarakat. Dalam teori ini diajarkan hanya dalam ketertibanlah setiap orang akan mendapat kesempatan untuk mewujudkan kebahagiaan yang terbanyak, setiap orang bernilai penuh, tidak seorangpun bernilai lebih (everybody to count for one, no bady for more than one). Teori hukum ini bertujuan untuk mewujudkan apa yang berfaedah atau yang sesuai dengan daya guna (efektif).

Menurut ajaran Bentham, hubungan hukum yang sehat adalah hubungan hukum yang memiliki legitimitas atau keabsahan yang logis, etis, dan estetis dalam bidang hukum secara yuridis. Secara logis yuridis artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai dari sebab atau latar belakang sampai dengan keberadaannya yang telah melalui prosedur hukum yang sebenarnya. Secara etis yuridis artinya bila dikur dari sudut moral yang melandasi hubungan itu, maka hubungan hukum tersebut beresensi dan bereksistensi secara wajar dan pantas. Ukuran moral ini mutlak mesti dipakai berhubung moral itu tidak dapat dipisahkan dari hukum, karena hukum itu sendiri senantiasa mengatur kehidupan manusia yang dalam keadaan wajar sudah pasti harus bermoral. Secara estetis yuris artinya apabila diukur dari unsur seni atau keindahan hukum, keberadaan hukum itu tidak melanggar norma-norma hukum atau norma-norma sosial lainnya seperti norma kesusilaan dan norma sopan santun. Keberadaan hubungan hukum yang sehat adalah tidak mengganggu dan merusak tatanan dan iklim kemasyarakatan yang teratur dan sudah dibina sebelumnya.

Dalam kaitan dengan ajaran Bentham di atas, Gerald J. Postema lebih menegaskan bahwa hukum dan moral itu merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hukum mesti bermuatan moral, dan moral mesti bermuatan hukum, mengingat moral itu merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia yang berakar pada kehendaknya. Hukum yang efektif dan efisien adalah hukum yang bisa mencapai visi dan misinya yaitu untuk memberikan kebahagiaan terbesar kepada jumlah warga yang terbanyak.
 Adapun semboyan visi dan misi teori utilitarian ini yang sangat terkenal adalah the greates happiness for the greates number (mendapatkan kebahagiaan terbesar).

Teori utilitarianisme Bentham ini bila dilihat dari perspektif teori maṣlahah yang telah dirumuskan oleh para ahli uṣûl tampak terjadi perbedaan yang mendasar. Dalam konsepsi paham utilitarianisme terlihat bahwa kemanfaatan (utility) dan kenyamanan (pleasure) semata-mata untuk kepentingan pribadi (al-maṣlahah al-fardiyyah) yang bersifat hedonistik, atau sebaliknya, utility dan pleasure yang hanya mengakui eksistensi kepentingan umum (al-maṣlahah al-‘āmmah) secara ekstrim dengan mengabaikan eksistensi kepentingan pribadi. Dari konsepsi teori ini jelas menunjukkan bahwa penentuan kemanfaatan dan/atau keburukan keterlibatan pemikiran manusia sangat terbuka, dan bahkan bersifat individualistik. Artinya, apabila masing-masing individu mampu memproduksi kebahagiaan secara bebas tanpa batas, maka kepentingan umum dengan sendirinya akan terakomodasi di dalamnya.
Berbeda dengan konsep maṣlahah yang ditawarkan para ahli uṣûl, al-Gazâlî misalnya, ia mengemukakan bahwa tolok ukur kemanfaatan dan kemudaratan itu harus dikembalikan pada kehendak asy-Syârî’ atau tujuan-tujuan syarî’ah (maqāṣîd asy-syarî’ah) yang substansinya terakomodasi dalam uṣûl al-khamsah, yaitu pemeliharaan terhadap agama (hifẓad-dîn), terhadap jiwa (hifẓ an-nafs), terhadap akal (hifẓ al-‘aql), terhadap keturunan (hifẓ an-nasl), dan terhadap harta benda (hifẓ al-māl). Maka, segala sesuatu yang mengandung unsur pemeliharaan kelima prinsip tersebut disebut maṣlahah. Sebaliknya, segala sesuatu yang dapat menghilangkan kelima prinsip tersebut disebut mafsadat, dan menolaknya juga adalah maṣlahah.

Tolok ukur yang dikemukakan al-Gazâlî tersebut secara obyektif dapat diterima sebagai acuan dalam menilai manfaat dan mudarat, sehingga setiap individu tidak terjebak atau terperangkap dalam menetapkan manfaat (maṣlahah) dengan mana suka atau sekehendaknya (arbritrer) dan sangat subyektif. Dengan kata lain, penggunaan teori maṣlahah dalam konsep pemikiran hukum Islam adalah harus memenuhi persyaratan seperti yang ditawarkan al-Gazâlî tersebut. Sementara dalam paham utilitarianisme boleh dikatakan bebas dari persyaratan.
Di era modern, kajian teori utilitarianisme kaitan dengan konsep maṣlahah masih terus mengalami perkembangan perumusan-perumusan lebih lanjut, baik di kalangan para pemikir muslim modern dibidang hukum Islam, seperti Rasyîd Ridâ, Subhî Mahmasânî, Abdul Razâq as-Sunhûrî, Ma’rûf ad-Dawâlîbî, Muṣṭafâ Salabî, ‘Abd al-Wahhâb Khallâf, Muhammad al-Khûdûrî, Muṣṭafâ Abû Zaid, dan Muhammad Sa’îd Ramaḍân al-Bûṭi,
 maupun di kalangan para orientalis sejak dari Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, N.P. Aghnides, G.H. Bousquest, Von Grounebaum, G.F. Hourani, E.Tyan, dan H.M. Kerr.

b. 
Teori Qaul Qadîm dan Qaul Jadîd
Teori ini pertama kali dirumuskan oleh Abû ‘Abd Allâh Muhammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin Usmân bin Syâfî’i bin as-Sā’ib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazîd ibn Hisyâm bin al-Muṭâlîb bin ‘Abd Manâf.
 Sumber lain menyebutkan nama lengkapnya adalah Muhammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin Usmân bin Syâfî’i bin as-Sā’ib bin ‘Ubaid bin ‘Abd Yazîd ibn Hisyâm bin al-Mûṭâllîb bin ‘Abd Manâf ibn Ma’an ibn Kilâb ibn Murrah ibn Lu’ay ibn Gâlib ibn Fihr ibn Mâlik  ibn Nâḍr ibn Kinânah ibn Huzaimah ibn Mudrîkah ibn Ilyâs ibn Nâḍr ibn Nizâr ibn Ma’âd ibn Adnân ibn Udd, dan bertemu nâsabnya dengan Rasulullah pada kakeknya, ‘Abd Manâf.
 Dalam beberapa literatur lain, namanya hanya ditulis dengan Imām  Syâfî’i, dan beliaulah yang mendirikan mażhab  Syâfî’i  yang sekarang banyak diikuti di seluruh dunia oleh umat Islam, termasuk di Indonesia.
Teori qaul qadîm dan qaul jadîd ini dibedakan berdasarkan waktu dan tempat, serta tradisi. Proses istinbāṭ hukum berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan Imām Syâfî’i pada periode awal pertumbuhannya di Bagdâd disebut qaul qadîm, dan banyak terdokumentasikan dalam kitab ar-Risâlah al-Qadîmah. Kitab yang populer yang mendokumentasikan hasil istinbāṭ hukum berupa fatwa-fatwa qaul qadîm-nya ini bernama al-Hujjah. Sedangkan hasil-hasil istinbāṭ hukum berupa fatwa-fatwa yang dikeluarkan ketika ia berada di Mesir disebut qaul jadîd, dan banyak terdokumentasikan dalam kitab al-Umm dan al-Imlā’. Sedangkan penemuan baru metode uṣûl al-fiqh (legal theory)-nya tertuang dalam ar-Risâlah  al-Jadidah yang dikenal hingga sekarang ini.
 Kitab ar-Risâlah  al-Jadidah merupakan suatu buku metodologi istinbāṭ hukum yang memuat di dalamnya tentang kaidah-kaidah istinbāṭ (aturan penetapan hukum) sebagai syarat dalam ber-istidlâl pada dalil-dalil al-Qur’ān dan sunnah/hadîs, untuk memudahkan penyelesaian berbagai persoalan, yang antara lain mengenai penetapan posisi sunnah dalam syarî’at Islam, peranan nasikh-mansukh dalam hukum, penetapan hukum terhadap persoalan yang tidak ditegaskan hukumnya oleh teks al-Qur’ān ataupun hadîs, kemungkinan analisis indikasi tentang bisa tidaknya diterapkan metode istinbāṭ yang melibatkan peran ra’y (ijtihâd), penetapan kriteria mujtahid, dan semua persoalan yang terkait dalam rangka menetapkan suatu kaidah istinbāṭ yang sifatnya universal (kûlliyyah).

Buku metodologi tersebut dirancang kerangka pikir dan dideskripsikan dalam bentuk tulisan ilmiah oleh asy-Syâfî’i,  ketika ia telah berada di Mesir. Dari hasil ekspedisi ilmiahnya ia deskripsikan dalam buku tersebut sebagai perpaduan atau sintesa antara metodologi ahl ar-ra’y dan ahl al-hadîṡ. Di satu sisi ia mengutip dan menggunakan kaidah-kaidah istinbāṭ hukum yang dianggapnya baik dari kedua aliran metodologi tersebut, dan di sisi lain, ia meletakkan dasar-dasar (al-uṣûl) dan merumuskan kaidah-kaidahnya sendiri dalam sistematika yang khas dan orisinal. Hal ini sejalan dengan pernyataan Ibn Hajar al-‘Asqalânî bahwa asy-Syâfî’i, melakukan pengolahan (taṣarrafah) terhadap kumpulan metodologi kedua aliran yang dikuasainya itu, dengan meletakkan dasar-dasar dan merumuskan kaidah-kaidahnya sendiri dalam tatanannya yang khas sehingga ia mendapatkan posisi yang tinggi.

Senada dengan al-‘Asqalânî, Ahmad Amîn menggambarkan bahwa asy-Syâfî’i,  menilai metodologi ahl ar-ra’y tidaklah seluruhnya baik, tetapi tidak juga semuanya dapat ditinggalkan. Ia melihat pada aliran metodologi ini terdapat qiyâs, tetapi menurut asy-Syâfî’i, qiyâs itu tidak dapat diterima secara mutlak. Menurutnya, dalil qiyâs haruslah ditempatkan pada posisi yang tepat, yakni sesudah hadîs, termasuk hadîs ahad, berbeda dengan aliran Hanafî. Ia juga melihat bahwa aliran ini mempunyai metode pengembangan (ṭarîqah at-tafrî’) masalah-masalah pokok (al-uṣûl) kepada masalah-masalah cabang (al-fûrū’), metode analisis dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan antar masalah, serta metode debat (al-jadl) dan diskusi (al-munâẓarah) dalam menyusun argumentasi (al-hujjah). Hal-hal seperti ini merupakan unsur yang baik dari aliran ahlar-ra’y, kemudian digabungkannya dengan unsur-unsur dari aliran ahl al-hadîṡ. Demikian asy-Syâfî’i,  mengambil unsur-unsur tertentu dari kedua aliran metodologi itu sehingga menghasilkan suatu tatanan aliran metodologi baru.

Berdasarkan fakta sejarah di atas dapat ditegaskan bahwa ternyata teori qaul qadîm dan qaul jadîd baik secara implisit maupun ekplisit sesungguhnya telah menggambarkan teori rekonstruksi metodologi hukum Islam di masa asy-Syâfî’i di satu sisi, dan di sisi lain terjadi perubahan dan bahkan pembaruan hukum Islam.
Dari segi rekonstruksi, asy-Syâfî’i,  telah dikenal sebagai sorang mujtahid berkualifikasi mutlak yang hampir separuh hidupnya melaksanakan ijtihâd terhadap berbagai kasus hukum. Ia telah merumuskan di dalam buku metodologi, ar-Risâlah-nya langkah-langkah bagi seorang yang akan melakukan ijtihâd, sebagaimana dalam pernyataannya bahwa “setiap peristiwa yang terjadi atas orang muslim telah ada hukumnya yang tetap atau terdapat petunjuk kepada kebenaran tentangnya. Apabila hukumnya telah pasti, maka ia wajib mengikutinya, (sebaliknya), apabila hukumnya tidak pasti, maka ia harus mencari petunjuk kepada kebenaran dengan melakukan ijtihâd. Ijtihâd itu adalah qiyâs (al-ijtihâd al-qiyâs).”
 Dalam pernyataan lain ia mengemukakan bahwa “ilmu ada beberapa tingkatan: Pertama, al-Kitāb dan sunnah yang sahih. Kedua, ijmâ’ sahabat pada masalah yang tidak ditegaskan di dalam al-Kitāb dan sunnah. Ketiga, pendapat sebagian sahabat yang tidak dibantah oleh sahabat lainnya. Keempat, pendapat sahabat yang diperselisihkan oleh sahabat yang lain. Kelima, qiyâs kepada salah satu tingkatan di atas. Akan tetapi, selama ada al-Kitāb dan sunnah, dalil yang lainnya tidak digunakan, sebab ilmu itu harus diambil dari (sumber) yang paling tinggi.”

Dari pernyataan-pernyataan asy-Syâfî’i di atas terlihat bahwa langkah-langkah operasional ijtihâd dalam meng-istinbāṭ-kan hukum secara kronologis harus mencari dari teks-teks al-Kitāb, teks-teks sunnah dengan berbagai klasifikasinya, ijmᾱ’ para sahabat, dan baru kemudian menggunakan qiyâs, dengan memperhatikan kaidah-kaidah kûlliyyah, dan macam-macamnya. 
Dari segi perubahan dan pembaruan hukum, asy-Syâfî’i,  ternyata telah banyak melakukan perubahan dan pembaruan fatwa hukumnya, di antaranya mengenai penyaksian (al-isyhâd) rujuk terhadap isterinya. Apabila seorang suami telah menjatuhkan talak  satu atau dua, maka ia masih diberi kesempatan untuk rujuk kembali dengan isterinya selama masih dalam kondisi iddah. Menurut asy-Syâfî’i, rujuk harus dinyatakan dengan perkataan (qaulān), dan tidak dibenarkan dengan perbuatan (fi’lān).
 Tetapi, ia memberikan fatwa yang berbeda pada qaul qadîm dan qaul jadîd tentang keharusan mempersaksikan pernyataan rujuk tersebut. Pada qaul qadîm, ia mengatakan bahwa rujuk mesti dinyatakan di hadapan para saksi, sedangkan pada qaul jadîd, ia tidak mengharuskan demikian.
 Pada kalimat dalam qaul qadîm, suami harus menggunakan perkataan yang jelas (ṣarih), tidak boleh menggunakan untaian kata yang tidak jelas (kînâyah), sedangkan menurut qaul jadîd, tidak mengharuskan kesaksian, rujuk suami dapat dinyatakan dengan kalimat/lafaẓ kînâyah.

Sebagai argumentasi dari perubahan dan pembaruan fatwa hukum ini, asy-Syâfî’i, dalam qaul qadîm-nya berdasarkan: 
(1) Q.S. at-Ṭalāq (65), ayat 2:
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Artinya: “Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar”.
Ayat di atas menunjukkan perintah wajib agar dalam menyatakan rujuk dipersaksikan di hadapan para saksi yang adil.
(2) Penyaksian rujuk sama dengan nikah, merupakan tindakan untuk menghalalkan kehormatan perempuan. Tegasnya, seperti halnya nikah, rujuk pun tidak sah tanpa kesaksian.

Sedangkan argumentasi pada qaul jadîd, asy-Syâfî’i,  berdasarkan pada deduksi analogis (qiyâs), yaitu: (a) Dalam tindakan rujuk tidak diperlukan adanya persyaratan yang harus dipenuhi seperti halnya dalam nikah, yakni ada wali dan penerimaan (qabūl), karena itu, tentu saksi pun tidak diperlukan. (b) Kesaksian tidak diperlukan pada transaksi yang akadnya mesti ada ijāb dan qabūl. Kesaksian lebih tidak diperlukan lagi pada rujuk yang hanya terdiri atas ijāb, tanpa qabūl. (c) Perintah penyaksian yang terdapat pada ayat di atas tidak menunjukkan wajib, melainkan hanya sunnah. Berpaling dari tunjukan pokok ini didasarkan atas ijmâ’ bahwa penyaksian yang diperintahkan itu tidak wajib pada talak yang letaknya dalam redaksi ayat tersebut lebih dekat padanya. Jadi lebih utama lagi untuk tidak wajib pada rujuk yang letaknya lebih jauh darinya.

Berdasarkan uraian contoh di atas, jelas terlihat bahwa terjadi perubahan pada kedua fatwa dimaksud yang didasarkan pada dalil-dalil hukum yang dijadikan dasar istinbāṭ dan penetapan hukumnya. Pada qaul qadîm-nya, asy-Syāfî’i,  memahami Q.S. at-Ṭalāq (65), ayat 2 sesuai dengan prinsip umum bahwa pada asalnya suatu perintah itu menunjukkan (arti) wajib selama tidak ada (arti) dalil lain yang memalingkan daripadanya. Prinsip dasar mengenai tunjukan perintah wajib ayat itu tidak dapat dipertahankan lagi, karena adanya penyimpangan pada talak yang menurut konsensus ulama tidak wajib dipersaksikan. Padahal itulah yang bersambung langsung dengan perintah pada redaksi ayat tersebut. Sekalipun keterikatan perintah itu jelas lebih erat dengan talak daripada dengan rujuk, tetapi, karena pada talak saja tidak diartikan menurut perintah prinsip dasar, maka apatah lagi pada rujuk tentunya juga harus demikian.
Demikian juga asy-Syāfî’i,  menganalogikan rujuk kepada nikah dalam qaul qadîm-nya yang menyatakan rujuk mesti dipersaksikan kelihatannya dinilai menemukan kelemahan pada dalil-dalil yang mendasarinya. Akad nikah merupakan tindakan menciptakan kehalalan bagi laki-laki terhadap perempuan dari awal, sedangkan rujuk hanyalah tindakan meneruskan kembali kehalalan yang terhalang dengan adanya talak. Kewajiban adanya kesaksian dalam nikah itu sama dan erat kaitannya dengan kewajiban adanya wali, tapi hal ini hanya sebagai prinsip kehati-hatian semata dari pihak wali. Karena itu, keberadaan wali pada rujuk tidak mesti ada, dan para saksi pun tidak diperlukan.Yang jelas dari contoh perubahan dan pembaruan fatwa hukum tersebut, asy-Syâfî’i, kelihatannya menginginkan agar hukum-hukum yang difatwakannya harus selalu baru, dan mampu menjawab berbagai kasus hukum baru yang terjadi di masyarakat, kini dan yang akan datang, termasuk di Indonesia. 
3. Applied Theory:
a. Teori Perubahan Hukum 
Dalam perspektif pemikiran hukum Islam, dimaksudkan dengan teori ini adalah sebagai manifestasi dari dinamika dan perubahan hukum qaul qadîm dan qaul jadîd asy-Syâfî’i,  yang berimplikasi pada kemungkinan-kemungkinan perubahan,
 meskipun dalam doktrin ajaran Islam dinyatakan bahwa syarî’at Islam senantiasa relevan dengan perkembangan peradaban manusia di berbagai tempat dan waktu.

Secara sosiologis, perubahan sosial dengan berbagai faktor dan akibatnya memberikan pengaruh terhadap hukum, dalam arti, menuntut adanya perubahan hukum dalam rangka mensikapi berbagai kasus hukum yang terjadi. Untuk itu, Soejono Dirdjo Sisworo menyatakan bahwa terjadinya interaksi antara perubahan hukum dan perubahan masyarakat adalah fenomena nyata ... titik sentral sebagai penentu dari berbagai gejala yang juga menentukan watak dan perubahan hukum adalah manusia sendiri.
 Dalam hubungannya dengan masyarakat, hukum mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai social engineering dan social control. Pada fungsi pertama, hukum berperan menciptakan perubahan struktur sosial dan memacu masyarakat agar bergerak. Artinya, hukum diatur untuk tujuan menggerakkan masyarakat pendukungnya supaya maju. Sebaliknya, pada fungsi kedua, hukum berperan memelihara stabilitas sosial serta mengendalikan arah dan mengontrol lajunya perubahan masyarakat agar tidak ke luar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, hukum selalu ketinggalan dari, dan mengalami terik-menarik dengan, tuntutan perubahan masyarakat yang dinamis. Pada satu sisi hukum mengekang berbagai gerakan masyarakat, dan di sisi lainnya dinamika masyarakat selalu menuntut agar hukum menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman.

Teori perubahan hukum yang dapat menunjang dalam proses penetapan hukum didasarkan pada indikasi-indikasi keadaan tertentu (qarâ’în ahwâl), sehingga dapat menghasilkan produk hukum untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan zaman. Setidaknya ada dua normahukum yang berbeda cakupannya yang berkenaan dengan teori perubahan hukum. 1) Norma (kaidah) yang menyatakan bahwa hukum berubah karena perubahan perkembangan peradaban manusia. Akan tetapi kaidah ini bersifat umum, karena itu dibatasi cakupannya bahwa hukum yang berubah hanyalah hukum yang dibentuk atas dasar maṣlahah, qiyâs, dan/atau ‘urf.
 2) Kaidah yang dikemukakan Ibn Qayyim (w. 751 H)  yang membatasi hukum dalam dimensi fatwa menyatakan bahwa perubahan dan keragaman fatwa terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.
 Kaidah ini menunjukkan bahwa keragaman fatwa hukum itu terjadi disebabkan perubahan situasi dan kondisi sosial, perkembangan budaya masyarakat, dan termasuk wilayah ijtihâdîyah. 
Dalam kaitan dengan perubahan hukum di atas, Muhammad Atho Mûdzhâr telah memperkenalkan jenis-jenis produk pemikiran hukum Islam. Setidaknya terdapat empat jenis produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam sejarah perjalanan hukum Islam, yaitu kitab-kitab fiqh, keputusan-keputusan pengadilan agama, peraturan perundang-undangan di negeri-negeri muslim, dan fatwa-fatwa ulama. Masing-masing produk pemikiran hukum Islam itu mempunyai ciri khasnya sendiri.
 Dalam uraiannya ia kemukakan: (a) Kitab-kitab fikih (al- fiqh) sebagai jenis pemikiran hukum Islam yang bersifat integral dan mencakup semua aspek hukum Islam, sehingga di antara cirinya cendrung kebal pada perubahan karena revisi atas sebagiannya dianggap mengganggu keutuhan isi keseluruhannya. Dalam sejarah terbukti bahwa beberapa kitab fiqh telah diperlakukan sebagai undang-undang, kendatipun ketika kitab-ktab fikih itu ditulis tidak dimaksudkan untuk diberlakukan secara umum di suatu negara. Kitab-kitab fikih ketika ditulis oleh pengarangnya tidak secara tegas disebut masa berlakunya, sehingga cendrung dianggap berlaku untuk sepanjang masa. (b) Produk pemikiran hukum Islam yang berupa keputusan-keputusan pengadilan agama, cendrung dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-kasus nyata yang dihadapi masyarakat. Ciri keputusan pengadilan agama adalah tidak meliputi semua aspek pemikiran hukum Islam seperti halnya fikih.Tetapi dari segi kekuatan hukumnya, ia mengikat terutama bagi piha-pihak yang bersangkutan. (c) Produk pemikiran hukum Islam yang berupa peraturan perundang-undangan di negara-negara Islam bersifat mengikat, bahkan daya ikatnya lebih luas dalam masyarakat. Pihak-pihak yang terlibat dalam perumusannya tidak saja ulama, tetapi juga para praktisi, politisi dan cendikiawan. Kemudian masa berlaku peraturan perundang-undangan biasanya dibatasi, baik pembatasan itu disebutkan secara tegas maupun tidak. (d) Praduk pemikiran hukum Islam berupa fatwa ulama, bersifat kasuistik karena merupakan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Secara umum, fatwa tidak mempunyai daya ingat baik bagi peminta fatwa maupun bagi masyarakat umum, karena fatwa seorang ulama di suatu tempat bisa saja berbeda dengan fatwa ulama yang lain di tempat yang sama. Fatwa cendrung bersifat dinamis karena merupakan respon terhadap kasus-kasus nyata yang sedang dihadapi masyarakat, meskipun isi fatwa itu sendiri belum tentu dinamis.
Dengan demikian, teori perubahan hukum yang menjadi pisau analisis  dalam konteks istinbāṭ hukum, agar hukum Islam (hukum keluarga) tampil dinamis sesuai dengan kebutuhan zaman.

b. Kaidah-Kaidah Fîqh
Kaidah-kaidah fîqh (al-qawā’id al-fîqhiyyah) yang akan diungkap di dalam teori terapan ini adalah kaidah-kaidah maqāṣîd (qawā’id al-maqāṣîdiyyah), baik kaidah-kaidah maqāṣîd yang berkaitan dengan tujuan asy-Syārî’ dalam pembentukan hukum, berkaitan dengan maṣlahat-mafsadat, berkaitan dengan menghilangkan kesulitan (râf’al-harâj) maupun kaidah-kaidah maqāṣîd yang berkaitan dengan akibat-akibat tindakan yang akan dilakukan (ma’alāt al-af’āl) dan tindakan-tindakan itu sesuai atau tidak dengan syara’ (maqāṣîd al-mukallafîn). Namun demikian, perlu dikemukakan terlebih dahulu perbedaan kaidah fiqhiyyah dan uṣῡliyyah. 
Dimaksudkan dengan kaidah fiqhiyyah adalah prinsip-prinsip dasar fiqh dalam formulasi singkat yang mencakup hukum-hukum syara’ yang bersifat umum atas peristiwa-peristiwa yang termasuk dalam cakupannya.
 Atau kumpulan hukum-hukum yang mempunyai kesamaan yang dikembalikan kepada satu ukuran tertentu yang menghimpunnya atau satu kesimpulan yang mengikatnya.
 Sedangkan kaidah uṣῡliyyah adalah kaidah-kaidah yang mencakup berbagai dalil umum yang digunakan untuk meng-istinbᾱṭ-kan berbagai hukum yang bersifat praktis yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.
 Dalam terminologi lain disebutkan, kaidah uṣῡliyyah adalah aturan-aturan yang digunakan oleh para fuqaha agar terhindar dari kesalahan dalam meng-istinbᾱṭ-kan hukum.
  

Berdasarkan definisi-definisi secara terminologis kedua kaidah tersebut di atas dapat ditegaskan perbedaannya, bahwa kaidah uṣῡliyyah adalah kaidah-kaidah hukum yang umum yang menjadi sarana (alat) penggalian hukum-hukum Islam dari sumber dan dalil-dalil al-Qur’ᾱn dan sunnah (hadis). Sedangkan kaidah fiqhiyyah adalah kaidah-kaidah umum (al-qawᾱ’id al-fiqh al-kulliyyah) yang digunakan untuk mengikat semua satuan-satuan hukum partikular (al-juz’iyyᾱt) yang secara teknis memuat kaidah-kaidah asᾱsiyyah yang dikenal dengan panca kaidah (al-qawᾱ’id al-khams al-kubrᾱ) dan kaidah-kaidah gair asᾱsiyyah (al-qawᾱ’id al-kulliyyah gair al-kubrᾱ),       
 Dalam kaitan dengan kaidah uṣῡliyyah, Abd al-Wahhâb Khallâf (w. 1956) membedakan kepada dua kategori dalam istinbāṭ hukum, yaitu kaidah-kaidah uṣûliyyah bidang kebahasaan (al-qawā’id al-uṣûliyyah al-lugawîyyah), dan kaidah-kaidah uṣûliyyah bidang tata aturan dalam upaya merealisir tujuan umum syari’ah  (al-qawa’id al-uṣûlîyyah at-tasyri’iyyah).

Sasaran dari kaidah pertama berfungsi menginterpretasikan teks-teks al-Qur’ān dan sunnah yang berkaitan erat dengan batasan cakupan makna masing-masing jenis dan bentuk lafaẓ dalam gramatika bahasa Arab, seperti lafaẓ ‘ᾱm, khᾱṣ, muṭlaq dan muqayyad. Sedangkan sasaran dari kaidah kedua berfungsi menjadi panduan para mujtahid dalam menetapkan dan mengaplikasikan hukum sesuatu agar lebih terjamin tercipta dan terpeliharanya kemaslahatan yang menjadi tujuan syari’at. Termasuk di dalamnya kaidah-kaidah pokok yang disebut dengan asᾱs at-tasyri’. Substansi dari asᾱs at-tasyri’ ini adalah menolak bahaya (raf’u aḍ-ḍarar), menghilangkan kesulitan (raf’u al-haraj), meringankan beban (taqlil at-takᾱlif) dan bertahap dalam  penerapan (at-tadrij fi at-tasyri’).

Senada dengan Khallâf, Alî Hasaballâh mengemukakan bahwa ada dua cara pendekatan yang dikembangkan oleh para ahli uṣûl, yaitu pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, dan pendekatan melalui pengenalan makna atau tujuan syarî’ah (maqāṣîd asy-syarî’ah). Penggunaan pendekatan melalui kaidah-kaidah kebahasaan, karena akan berhubungan dengan teks-teks syarî’ah (al-Qur’ān dan sunnah), sedangkan pendekatan melalui maqāṣîd asy-syarî’ah, karena stresing kajiannya akan berkaitan dengan kehendak asy-Syârî’, yang hanya dapat diketahui melalui kajian maqāṣîd asy-syarî’ah.

Dari dua cara pendekatan dalam istinbāṭ hukum yang dikemukakan oleh dua ahli uṣûl al-fiqh di atas, jelaslah menunjukkan bahwa titik tekannya berbeda, penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan adalah untuk menemukan makna tertentu dari teks-teks al-Qur’ᾱn dan sunnah, sedangkan pendekatan melalui maqāṣîd asy-syarî’ah stresingnya lebih dititik-beratkan pada menggali dan menemukan nilai-nilai dan hikmah-hikmah berupa kemâslâhatan manusia pada setiap aturan Tuhan yang dibebankan kepadanya. Dari sini terlihat bahwa kata kunci kaidah fîqhiyyah dalam konteks istinbāṭ hukum adalah maṣlahah. Teori maṣlahah dalam kemasan maqāṣîd asy-syarî’ah menjadi gagasan baru dalam pengembangan kaidah fiqh. Kaidah fîqhiyyah dalam proses istinbāṭ hukum adalah meneruskan gagasan logis-filosofis dari uṣûl al-fiqh yang menjadikan rumusan-rumusan kaidah untuk menghasilkan keputusan hukum praktis. Dari lima kaidah umum (al-qawā’id al-khams al-kûllîyyah) yang menjadi semua rujukan masalah fikih,
 maka māṣlahah sebagai salah satu kaidah fikih yang variatif bisa diringkas menjadi satu kaidah “meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (jalb al-maṣālîh wâ dâr’ al-mafāsîd)”.
 Bahkan Jamâl ad-Din ‘Aṭiyah berpendapat bahwa kaidah maṣlahah dimaksud lebih ringkas lagi hanya dengan meraih kemaslahatan (jalb al-maṣālîh) saja, karena menolak kemafsadâtan (dâr’al-mafāsîd) sudah termasuk di dalamnya.

Di antara kaidah-kaidah maqāṣîd dan prinsip-prinsip dasar (mabādî) fikih yang akan digunakan dalam penyelesaian kasus-kasus hukum adalah: (1) Syarî’at ditetapkan Allah tidak lain adalah untuk kemâslâhatan hamba (manusia) di dunia dan di akhirat (wadâ’ asy-syarā’î înnamâ hiya lîmaṣālîh al-‘ibâd fî al-‘ajâl wâ al-ājâlî ma’ā), (2) Perintah untuk meraih kemâslâhatan itu berlaku secara mutlak pada universalitas syarî’ah dan partikular-partikularnya (al-amr fî al-maṣālîh muṭṭarîda muṭlaqân fi kûllîyyāt asy-syarî’ah wâ juz’iyyatihā), (3) Semua beban itu adakalanya untuk menolak kemafsadatan atau meraih kemâslâhatan, atau kedua-duanya sekaligus (at-taklîf kulluh immā lîdâr’ al-mafâsîd aw lîjalb al-maṣālîh aw kûlâhûmâ ma’ā),
 (4) asy-Syârî’ tidak bermaksud memberikan beban (dari setiap syarî’at yang diundangkan) terhadap hamba-Nya dengan tidak mampu dilaksanakan dan menyusahkan (asy-Syārî’ lam yuqṣad at-taklîf bî asy-syāq wâ al-i’nāt fîh), Bahwasannya segala aktivitas itu dengan niat, dan tujuan-tujuan itu diungkapkan dengan pelaksanaan baik ‘ibᾱdᾱt atau pun ‘ᾱdᾱt (înnamā al-a’māl bî an-niyāt wâ al-maqāṣîd mu’tabaratun fî at-taṣarrufāt mîn al-‘ibādāt wâ al-‘ādāt), (5) Memperhatikan akibat-akibat tindakan yang akan dilakukan adalah diakui dan dimaksudkan oleh syara’ (an-naẓar fî al-ma’āl mu’tabarun maqṣūdu syâr’ān), (6) Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti apa adanya bukan menggali pada makna-maknanya, dan hukum asal dari mu’amalah adalah menggali pada makna-maknanya (al-aṣl fî al-‘ibādāt at-tauqîf dūna al-îltîfāt ilâ al-ma’ānîwâ aṣl al-‘ādāt al-îltîfāt ilâ al-ma’ānî).

Dengan mendasarkan pada kaidah-kaidah fîqhiyyah yang berupa kaidah-kaidah maqāṣîd tersebut di atas, posisi dan peran kaidah-kaidah maqāṣîd sebagai pendekatan penetapan dan pengikat hukum mampu menjawab berbagai isu hukum keluarga Islam kontemporer. Maka alternatif solusinya adalah memposisikan dan mengaplikasikan kaidah-kaidah tersebut sebagai pendekatan yang relevan dengan era kekinian dan kemoderenan. Di samping itu akan memberikan kontribusi dan terobosan baru yang perlu diapresiasi oleh ulama uṣûl kontemporer. Dari sini dapat dikatakan bahwa, kaidah-kaidah maqāṣîd dapat dijadikan solusi kata kunci problem solving setiap isu hukum keluarga Islam kontemporer yang terjadi.
G. Metode Penelitian 
1. Jenis dan Sifat Penelitian
Secara tipologis, penelitian ini merupakan model penelitian hukum Islam yang terkategori penelitian kualitatif. Lexy J Moleong mengemukakan bahwa penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan penelitian jenis lainnya. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menerapkan metode kualitatif.
 Menurut Noeng Muhadjir bahwa dalam penelitian kualitatif diterapkan model logika reflektif, yang di dalamnya proses berfikir membuat abstraksi dan proses berfikir penjabaran berlangsung cepat.
 Dilihat dari segi penelitian hukum pada umumnya, jenis (tipe) penelitian hukum Islam ini merupakan penelitian yuridis normatif.
 Menurut term Soejono Soekanto, penelitian hukum normatif-doktriner, ialah suatu penyelidikan ilmiah dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder semata.
 Yakni penelitian yang dilakukan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum Islam, baik pada tataran metodologis dan kaidah-kaidah fikih (qawā’id al-fîqhiyyah) maupun pada tataran produk hukum (ahkam at-tafṣiliyyah). Tapi, Soetandyo Wignjosoebroto dalam Bambang Sunggono menyebutnya sebagai kajian hukum doktrinal.
 Dalam kajian ini, sasaran penelitiannya meliputi metodologi hukum Islam dan kaidah-kaidah fikih, atau kaidah-kaidah maqāṣid, produk hukum fikih dan sejarah hukum Islam. Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mencari dan menemukan konsep-konsep maqāṣîd asy-syarî’ah dari para ahli uṣûl al-fiqh klasik dan kontemporer, yang data-datanya diperoleh dari penelusuran terhadap sumber-sumber bacaan untuk mendapatkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier. Dilihat dari segi bentuknya, penelitian ini termasuk sebagai penelitian evaluasi, yang akan mengevaluasi pendekatan dan paradigma lama yang digunakan oleh para ahli uṣûl al-fiqh, dan kemudian akan dirumuskan sebuah pendekatan dan paradigma baru yang berpijak pada upaya penggalian makna teks secara ekplisit dan implisit untuk menangkap jiwa dan maksud teks itu sendiri. Dilihat dari segi kerangka operasional, penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif (naturalistik). Karena tujuan utama penelitian diarahkan untuk mengembangkan konsep, mendskripsikan realitas, dan mengembangkan teori, serta mengembangkan pemahaman. Oleh karena itu, penelitian lebih mengutamakan proses ketimbang produk.
 Fokus kajian penelitiannya diarahkan pada proses penerapan maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam konteks istinbāṭ hukum, dengan melakukan rekonstruksi maqāṣîd asy-syarî’ah itu sendiri sehingga mampu menjawab dan memecahkan berbagai kasus hukum keluarga Islam kontemporer. Dari proses ini akan melihat implikasinya dalam melakukan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia yang responsif dan progresif.
2. Sumber dan Jenis Data

Model yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian kepustakaan (library reseacrh), berupa literatur tentang konsep maqāṣîd asy-syarî’ah dari para teoritisi hukum Islam (uṣūliyyin), dan pemikiran-pemikiran hukum terutama hukum keluarga Islam.
Data-data yang berkenaan dengan keperluan penelitian ini diperoleh melalui berbagai sumber dan jenis data berupa literatur primer, dan sumber sekunder untuk melengkapi sumber primer. Sumber primer yaitu karya-karya atau naskah yang memuat karangan asli yang ditulis oleh penulisnya. Misalnya, kitab-kitab yang berupa uṣûl al-fiqh di antaranya, al-Juwainî yang dikenal dengan sebutan Imām al-Haramain sebagai pakar uṣûl al-fiqh yang menggagas pentingnya memahami maqāṣîd asy-syarî’ah dalam menetapkan hukum dengan karyanya Al-Burhân fî Uṣûl al-Fiqh, al-Gazâlî dengan al-Mûstaṣfā min ‘Ilm al-Uṣûl, Izz al-Dîn ‘Abd al-Salâm dengan Qawā’id al-Ahkâm fî Maṣālîh al-Anām, asy-Syāṭibî  dengan al-Muwāfaqā fi Uṣûl al-Ahkâm, Ibn ‘Asyûr dengan Maqāṣîd asy-syarî’ah al-Islâmîyyah, dan lain-lain seperti yang dikemukakan pada kajian pustaka di atas. Sedangkan kitab-kitab fikih berupa hukum keluarga di antaranya, Muhammad bin Idris asy-Syâfî’i,  dengan al-Umm-nya, jilid ketujuh, Ibn Rûsyd dengan Bidâyah al-Mujtahid wâ Nihâyah al-Muqtaṣîd, juz kedua, Sayyid Sâbiq dengan Fiqh as-Sunnah, jilid kedua, Muṣṭafâ Ahmad az-Zarqâ’ dengan al-Fiqh al-Islâmî fî Ṡaubîh al-Jadîd, al-Madkhal al-Fiqh al-‘Ām, juz kesatu, Muhammad Abû Zahrah dengan al-Ahwâl asy-Syâkhṣiyyah, Muhammad Jawâd Mugnîyah, al-Fiqh ‘alâ Mażāhib al-Khamsah, al-Qâḍî Muhammad Suwaîd, al-Mażāhib al-Islâmîyyah al-Khamsah wa al-Mażhab al-Mûwahhâd, Wahbah az-Zuhailî dengan al-Fiqh al-Islâmî wa Adillâtuh, juz kesembilan, M. Athâ’ Mûzdhâr dan Khoirûddîn Nâsutian dengan Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Muhammad Amîn Summa dengan Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, dan Khoirûddîn Nâsutian dengan Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. Sumber sekunder yaitu karya-karya atau naskah yang memuat gagasan atau pemikiran, misalnya asy-Syāṭibî, ditulis oleh orang lain dan berhubungan dengan pembahasan disertasi ini. Seperti Muhammad Khâlid Mas’ûd berjudul Islâmîc Legal Philosophy: A Studi of Abû Ishâk al-Shâtîbî’s Life and Thought, Ahmad Râysûnî, Naẓarîyyah al-Maṣlahah ‘Ind Imām asy-Syāṭibî, dan lain-lain. Selain kedua sumber tersebut, ada sumber lain yang cukup membantu dalam penulisan disertasi yang disebut dengan tersier, yaitu naskah-naskah yang terdokumentasikan dalam kamus, insiklopedi, jurnal, majalah, makalah, surat kabar, dan sumber informasi lainnya.
3. Pendekatan 
Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penelitian kepustakaan (library research),
 sesuai dengan fokus masalah yang dibahas. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan tujuan untuk menggali, mencari dan menemukan konsep-konsep, teori, dan pemikiran para teoritisi hukum Islam (uṣūliyyin) tentang maqāṣîd asy-syarî’ah dan aplikasinya dalam istinbāṭ hukum. Dalam konteks ini ada beberapa pendekatan yang diterapkan dalam mengkaji maqāṣîd asy-syarî’ah, yaitu pendekatan filsafat, pendekatan historis, dan pendekatan interdisipliner (multidisipliner). 
Sebagai argumentasi menggunakan pendekatan-pendekatan tersebut: Pertama, pendekatan filsafat digunakan, karena merupakan suatu cara pemecahan masalah yang diselidiki secara rasional melalui perenungan atau pemikiran yang terarah, mendalam dan mendasar tentang hakikat sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik dengan menggunakan pola berfikir aliran filsafat tertentu maupun dalam bentuk analisis sistematik berdasarkan pola berfikir induktif, deduktif, fenomenologis, dan dengan memperhatikan hukum-hukum berfikir (logika).
Maqāṣid asy-syari’ah yang stresing kajiannya adalah menggali dan menemukan ‘illah-‘illah hukum dan hikmah-hikmah yang berada di dalam dan di balik teks-teks al-Qur’ān dan sunnah, maka relevan sekali menggunakan pendekatan ini. Hanya saja menggunakan pendekatan ini tidak seperti ahli filsafat yang menggunakan metode-metode kefilsafatan mengkaji hukum Islam, tetapi sebatas adanya keterkaitan antara maqāṣid asy-syari’ah dengan cabang-cabang ilmu lainnya.  Kedua, pendekatan historis digunakan, karena obyek kajian penelitian ini melacak sejak kapan istilah dan teori maqāṣîd asy-syarî’ah muncul, dan digunakan sebagai metode istinbāṭ hukum, di samping akan mengkritisi pemikiran-pemikiran uṣūliyyin klasik dan kontemporer yang dideskripsikan dalam karya-karya ilmiahnya. Pendekatan historis dalam kerangka kerja operasionalnya merupakan usaha pemahaman terhadap peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu yang menyangkut keadaan yang sebenarnya. Karena itu, melalui sejarah dapat diketahui asal-usul pemikiran, pendapat, atau sikap tertentu dari seorang tokoh, mażhab, atau gologan.
 Ketiga, pendekatan interdisipliner (multidisipliner) digunakan, karena cara kerja pendekatan ini menggunakan sejumlah pendekatan atau sudut pandang (perspektif) dalam sebuah studi (hukum Islam). Misalnya menggunakan pendekatan sosiologis, historis, dan normatif secara bersamaan.
 Bahkan lebih jauh, pendekatan ini dapat menumbuhkan kesatuan integratif, seperti antara doktrin wahyu dan doktrin ilmu, sehingga pada akhirnya akan melahirkan para ahli hukum, ahli ekonomi, ahli sosiologi, ahli antropologi, ahli budaya, dan ahli-ahli yang lain.

4. Metode dan Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan jenis penelitian yang ditentukan dan sumber data yang ditetapkan, maka untuk menghimpun seluruh data yang diperlukan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan dokumentasi. Dimaksudkan dengan studi kepustakaan dan dokumentasi di sini yaitu melakukan pencarian data dengan menghimpun berbagai literatur yang membahas masalah maqāṣîd asy-syarî’ah, baik yang bersifat konsepsional, teoritis maupun berupa pemikiran-pemikiran yang membicarakan maqāṣîd asy-syarî’ah. Hal ini dapat diketahui tentunya dengan cara melakukan kajian atau membaca literatur-literatur tersebut dengan menelusuri secara cermat, kritis, dan sistematis. Berbagai literatur yang dihimpun tersebut tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga bisa berupa bahan-bahan dokumentasi tertulis, majalah, jurnal, koran, dan lain-lain. Selurah data tersebut terutama yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas, dikutip, dielaborasi dan bahkan bila perlu dikritik dari segi kelemahan-kelemahannya sesuai dengan peruntukan dan keperluannya. 
4. Pengolahan Data
Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa melakukan pekerjaan analisis yang baik adalah membutuhkan pengolahan data secara sistematis dengan mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikannya.
 Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut sekurang-kurangnya dapat dilakukan secara manual, yakni menyusun data dalam beberapa kategori menurut kriteria yang timbul secara logis dan masalah yang akan dipecahkan.
 Adapun secara tehnis, dilakukan dengan menyeleksi data yang valid dan tidak valid, memilih data yang valid yang relevan dengan fokus masalah penelitian, disusun secara kronologis dan sistematis.

5. Metode dan Teknik Analisis Data

Analisis data disebut juga dengan pengolahan data dan penafsiran data.
 Data yang telah terkumpul diklasifikasi untuk selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis isi secara kualitatif (qualitative content analysis), metode interpretasi, dan metode holistik.
Metode dan teknik analisis isi ini merujuk kepada analisis yang integratif, dan secara konseptual dapat menganalisa makna-makna yang terkandung di dalam dan di balik teks, dapat menemukan, mengidentifikasi, dan bahkan seperti ditegaskan oleh Noeng Muhadjir lebih mampu menyajikan nuansa dan lebih mampu melukiskan prediksinya lebih baik.
 Jadi, dalam konteks ini tidak saja mampu menemukan, dan mengidentifikasi makna-makna atau pesan-pesan yang tampak (manifest), tetapi juga yang tersembunyi di balik teks (latent).
Metode interpretasi merupakan upaya untuk mengungkap pesan yang berada di dalam dan di balik teks yang sasarannya adalah untuk tercapainya pemahaman yang benar mengenai ekspresi fungsi, kedudukan dan aplikasi maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dalam kerangka pembaruan hukum keluarga Islam. Sedangkan metode holistik, yaitu metode yang menekankan pada upaya menjamin keutuhan teks sebagai sumber dan dalil yang utama ajaran Islam dan menemukan ruh (spirit), atau prinsip-prinsip umum secara keseluruhan. Karena itu, teks wahyu (al-Qur’ān dan sunnah) sebagai sumber utama dan maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd dipahami sebagai suatu instrumen yang utuh dan menyatu dengan sumber utama. 
H. Sistematika Penulisan 

Pembahasan disertasi ini terdiri dari enam bab, antara bab satu dengan bab yang lain kajian isinya saling terkait, yakni implikasi rekonstruksi maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.
Bab pertama, pendahuluan yang berisi, latar belakang masalah, permasalahan yang mencakup identifikasi, pembatasan dan rumusan masalah, kemudian tujuan dan kegunaan penelitian, signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
Bab kedua, pembahasan teoritis tentang maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai doktrin, yang memuat empat sub bab, yaitu: Melacak sejarah munculnya maqāṣîdasy-syarî’ah, definisi dan dasar maqāṣîd asy-syarî’ah, penetapan maqāṣîd asy-syarî’ah dan cara mengetahuinya, dan pembagian maqāṣîd asy-syarî’ah. 
Bab ketiga, maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd yang memuat: Ijtihâd dalam lintasan sejarah, ijtihâd maqāṣîdi dalam istinbāṭ hukum, maqāṣîd asy-syarî’ah sebagai metode ijtihâd hubungannya dengan metode yang lain,  konsep maqāṣîd asy-syarî’ah menurut ulama uṣûl al-fiqh klasik dan kontemporer, dan langkah-langkah pengembangan dan penerapan maqāṣid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad. 
Bab keempat, deskripsi hukum keluarga Islam, yang mencakup: Hukum keluarga dalam kerangka syarî’ah, hukum keluarga dalam literatur fikih, hukum keluarga dalam perundang-undangan Indonesia yang mencakup sejarah lahirnya hukum keluarga pada periode sebelum kemerdekaan, periode sesudah kemerdekaan, yaitu pada masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi, materi hukum keluarga dalam perundang-undangan, dan pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. 
Bab kelima, rekonstruksi maqāṣîd asy-syarî’ah terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia, yang menyajikan: Analisis kritis terhadap konsep maqāṣîd asy-syarî’ah menurut para ulama usul fikih klasik dan kontemporer, rekonstruksi maqāṣîd asy-syarî’ah  sebagai metode ijtihâ di era modern, dan implikasi rekonstruksi maqāṣîd asy-syarî’ah terhadap pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia dan implementasinya dalam  masalah nikāh sirrî, hak waris bagi ahli waris beda agama, pengelolaan dan pendayagunaan  harta wakaf dan standar pemberian nafkah kepada isteri..
Bab keenam, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan rekomendasi penelitian. Kemudian, selanjutnya dikemukakan daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan bibliografi.
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